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ABSTRAK 

Nama : Nadya Putri 

Nim  : 220106135 

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Ilmu Hukum 

Judul : Penafsiran Inses Menurut Qanun Hukum Jinayat 

(Analisis terhadap Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) 

Tanggal Sidang : 7 Agustus 2026 

Tebal Skripsi : 70 Halaman 

Pembimbing I : Prof. Dr. EMK Alidar, M.Hum. 

Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. 

Kata Kunci : Inses, Qanun JInayat, Mahram 

Inses (incest) adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota keluarga 

yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat atau pertalian sedarah. Pasal 

35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang 

jarimah inses yang dikategorikan kepada zina yang diperberat karena 

berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang suci. Dalam Bab Ketentuan 

Umum Qanun Hukum Jinayat dijelaskan, mahram adalah orang yang haram 

dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang 

tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, 

saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, 

saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), 

menantu (laki-laki dan Perempuan). Meskipun telah dijelaskan dalam Bab 

Ketentuan Umum mengenai mahram, hubungan mahram perlu ditafsirkan lebih 

luas dalam hal batasan-batasan hubungan mahram yang memerlukan pedoman 

lebih rinci. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan 

dan penafsiran inses dalam Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat, bagaimana kejelasan 

unsur-unsur jarimah inses dalam Pasal 35, dan bagaimana implikasi penafsiran 

terhadap penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Penafsiran Pasal 35 

dilakukan dengan menggunakan metode gramatikal, sistematis, historis, dan 

teleologis. Hasil penelitian mendapati bahwa unsur-unsur jarimah inses yang 

merupakan bagian dari perbuatan zina yang dikemukakan oleh para ulama yaitu: 

persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau adanya niat 

melawan hukum. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa inses (incest) 

merupakan hubungan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga yang masih 

memiliki pertalian darah dekat baik karena hubungan darah (nasab), hubungan 

persusuan (radha’ah), dan hubungan yang timbul akibat perkawinan 

(mushaharah).  
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 

Tahun – Nomor: 0543b/U/1987 

1. Kosonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda 

sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf 

Latin. 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 Alīf 

tidak 

dilam-

bangkan 

tidak dilam-

bangkan  ţā’ 

 

ţ 

te (dengan 

titik di 

bawah) 

 Bā’ B Be  Źa 

 

ź 

zet (dengan 

titik di 

bawah) 

 Tā’ T Te  ‘ain 

 

‘ 

koma ter-

balik (di 

atas) 

 Ŝa’ Ż 
es (dengan 

titik di atas)  Gain g Ge 

 Jīm J Je  Fā’ f ef 

 Ĥā’ ḳ 

ha (dengan 

titik di 

bawah 
 Qāf q ki 

 Khā’ kh ka dan ha  Kāf k ka 

 Dāl D De  Lām l el 

 Żāl Ż 
zet (dengan 

titik di atas)  Mīm m em 

 Rā’ R Er  Nūn n en 

 Zai Z Zet  Wau w we 

 Sīn S Es  Hā’ h ha 

 Syīn sy es dan ye  Hamzah ‘ apostrof 
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 Şād Ş 

es (dengan 

titik di 

bawah) 
 Yā’ y ye 

 Ďād Ď 

de (dengan 

titik di 

bawah) 

    

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal diftong. 

1) Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang mbangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatĥah a a 
 kasrah i i 

 ďammah u u 

2) Vokal Rangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau gabungan antara harkat dan huruf transliterasinya berupa gabungan 

huruf, yaitu: 

Tanda Nama huruf Gabungan 
huruf 

Nama 

 fatĥah dan yā’ ai a dan i 

 fatĥah dan wāu au a dan u 
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Contoh: 

- kataba 

- fa‘ala 

- żukira 

- yażhabu 

- su’ila 

- kaifa 

- haula 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatĥah dan alīf 

atau yā’ ā 
a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ ī  i dan garis di atas 

 ďammah dan 
wāu ū 

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

- qāla 

- ramā 

- qīla 

- Yaqūlu 

 

4. TaʾMarbuţah 

Transliterasi untuk tā’ marbūțah ada dua: 

a. Ta’ marbūțah hidup 

Ta’marbūțah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan 

ḍammah, transliterasinya adalah ‘t’. 
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b. Ta’marbūțah mati  

Ta’marbūțah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, 

transliterasinya adalah ‘h’. 

c. Kalau dengan kata terakhir adalah tā’marbūțah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h).  

Contoh:  

- rauďah al-aţfāl 

- rauďatul aţfāl 

- al-Madīnah al-Munawwarah 

- al-Madīnatul-Munawwarah 

- ţalĥah 

 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syadda 

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

- rabbanā 

- nazzala 

- al-birr 

- al-ĥajj 

- nu‘‘ima 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang, (ال) 

yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah. 
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1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

Kata yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik 

diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

Contoh: 

- ar-rajulu 

- as-sayyidatu 

- asy-syamsu 

- al-qalamu 

- al-badī‘u 

- al-jalālu 

 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alīf. 

Contoh: 

- ta’khużūna 

- an-nau’ 

- syai’un 

- inna 

- umirtu 
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8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn 

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

- Fa auf al-kaila wa al-mīzān 

- Fa auful-kaila wal-mīzān 

- Ibrāhīm al-Khalīl 

- Ibrāhīmul-Khalīl 

- Bismillāhi majrahā wa mursāh 

- Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ĥijju al-baiti man 

istaţā‘a ilaihi sabīla. 

- Walillāhi ‘alan-nāsi ĥijjul-baiti 

manistaţā‘a ilaihi sabīlā 

 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
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Contohnya: 

- Wa mā Muhammadun illā rasul 

- Inna awwala baitin wuďi‘a linnāsi 

lallażī bibakkata mubārakan 

- Syahru Ramaďān al-lażī unzila 

fīh al -Qur’ānu 

- Syahru Ramaďānal-lażī unzila 

fīhil Qur’ānu 

- Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn 

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni 

- Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn 

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

- Nasrun minallāhi wa fatĥun qarīb 

- Lillāhi al-amru jamī‘an 

Lillāhil-amru jamī‘an 

- Wallāha bikulli syai’in ‘alīm 
 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contohnya: Ṣamad Ibn 

Sulaimān. 

2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang dipakai (serapan) dalam kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perbuatan pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh 

aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana dan ditujukan kepada 

orang yang menimbulkan peristiwa atau kejadian tersebut.1 Dalam konteks 

hukum positif peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa yang menurut undang-

undang ditentukan sebagai peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman. 

Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa suatu peristiwa pidana 

adalah perilaku manusia (menselijke gedraging) yang dilarang dan diancam 

dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan.2 

Kejahatan seksual sebagai salah satu bentuk perbuatan pidana yang dapat 

bermanifestasi dalam berbagai bentuk kejahatan, termasuk pemerkosaan, 

eksploitasi seksual dan bentuk kekerasan lainnya. Ironisnya, kejahatan ini tidak 

hanya terjadi di ruang publik saja, tetapi juga tidak menutup kemungkinan dapat 

menimpa individu di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman 

untuk berlindung, yaitu keluarga, bahkan melibatkan anggota keluarga yang 

memiliki pertalian darah.3. Dampaknya justru dapat lebih buruk dan merusak 

secara moralitas apabila hal ini terjadi atau dilakukan di lingkungan keluarga yang 

seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman. 

 

1 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59 

2 E. Utrehct, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 

1986), hlm. 251-253 

3 Lilik Purwastuti Yudaningsih, Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif 

Kebijakan Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, (2014), hlm. 90-105 
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Salah satu bentuk kejahatan seksual yang masih menjadi tabu dalam 

masyarakat dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, serta norma 

sosial yang berlaku adalah inses atau hubungan seksual sedarah. Meskipun inses 

merupakan perbuatan yang secara universal dianggap merusak tatanan sosial dan 

moral, pengaturan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), belum secara komprehensif dan eksplisit 

mengatur secara keseluruhan tindak pidana inses, terutama terkait perbuatan inses 

yang dilakukan atas dasar persetujuan antara kedua belah pihak dewasa. 

Secara umum, inses merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh dua 

orang yang memiliki hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan.4 

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan 

manusia, termasuk di dalamnya larangan hubungan seksual antara seseorang 

dengan mahram-nya (incest). Larangan ini secara tegas dinyatakan dalam Al-

Qur'an Surat An-Nisa' ayat 22-23 yang mengharamkan pernikahan maupun 

hubungan seksual dengan perempuan yang menjadi mahram, baik karena 

hubungan nasab, pernikahan, maupun persusuan. Larangan inses dalam Islam 

tidak semata-mata bersifat ritual keagamaan, melainkan mengandung dimensi 

perlindungan terhadap institusi keluarga, kesehatan keturunan, dan tatanan sosial 

masyarakat yang beradab. 

Al-Qur’an secara jelas merinci siapa-siapa saja tidak boleh dinikahi, hal ini 

ditertuang dalam Q.S An-Nisa’: 235 

ِّمَت ْ كُْ  حُر  هتُٰكُْ  علَيَ  تُكُْ  وَاَخَوٰتكُُْ  وَبنَتٰكُُْ  اُمَّ َخِّْ وَبنَتُْٰ وَخٰلتٰكُُْ  وَعَ ٰ تِّْ وَبنَتُْٰ الْ  ُخ  الْ   

هتُٰكُُْ يْ وَاُمَّ تِّ 
نكَُْ  ال ٰ ضَع  نَْ وَاَخَوٰتكُُْ  اَر  ضَاعةَِّْ م ِّ هتُْٰ الرَّ كُْ  وَاُمَّ

ِٕ
بُكُُْ نِّسَاۤى

ِٕ
ى ْ  وَرَبََۤ تِّ

ْ  ال ٰ فِّ  

 
4 Ranuhardoko, P.M., Terminolohi Hukum (Inggris-Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika, 

2000), hlm. 334 

5 QS. An-Nisa’ (4): 23. 
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كُ ْ رِّ نْ  حُجُو  كُُْ م ِّ
ِٕ
ْ  ن ِّسَاۤى تِّ

ْ  دَخَل تُْ  ال ٰ نَّ ِّ َّمْ  فاَِّنْ  بِِّ ا ل نوُ  نَّْ دَخَل تُْ  تكَُو  ِّ كُ  ْ جُناَحَْ فلََْ بِِّ علَيَ   

لُْ
ِٕ
ى كُُْ وَحَلَۤ

ِٕ
ي نَْ اَب نَاۤى ِّ نْ  الََّّ مْ مِّ لَبِّكُ  ا وَاَنْ  اَص  مَعُو  َْ تََ  ِّْ بيَ  تيَ  ُخ  ْ قدَْ  مَا اِّلَّْْ الْ  َْ اِّنَّْ سَلفََ  الل ٰ  

رًا كََنَْ ي مًا غفَُو  ۝٢٣ رَّحِّ  

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak 

perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan 

ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari 

saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu 

yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu 

(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam 

pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 

bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa 

bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu 

(menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua 

perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs. 

An-Nisa’: 23) 

Dalam praktiknya, inses tidak selalu melibatkan paksaan atau ancaman, 

melainkan dapat terjadi secara sukarela, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia 

sering kali tidak dilaporkan atau tidak dapat diproses secara hukum karena 

ketiadaan bukti paksaan atau dianggap aib yang harus menutupi serta 

menghindari stigma sosial.  

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Hukum Jinayat mengatur mengenai 

sanksi terhadap pelaku perbuatan inses, tepatnya pada Pasal 35 yang 

dikualifikasikan sebagai jarimah zina.6 Dalam Hukum Pidana Islam tindak Pidana 

Inses termasuk kepada jarimah hudud yaitu dalam tindak pidana perzinahan yang 

dalam pengaturan hukumnya berdasarkan Al-Qur’an dimana perzinahan terbagi 

dalam dua kategori pertama zina Muhsan dan zina Ghairu muhsan di mana dalam 

hukumannya berbeda. Dalam hal inses disini belum ada aturan khusus secara 

 
6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 35. 
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eksplisit dalam pengaturan tindak pidana tersebut, karena pada dasarnya inses 

merupakan hubungan/perzinaan yang kategorinya dilakukan oleh orang-orang 

yang mempunyai hubungan darah. Inses dalam hukum jarimah hudud belum ada 

aturannya karena pada dasarnya dalam hukum Islam perkawinan dan hubungan 

berdasarkan adanya hubungan darah itu dilarang atau dapat dibatalkan dengan 

hukum. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia 

perbuatan tindak pidana inses dapat dihukum hal ini merupakan representatif dari 

hukum pidana Islam, karena dalam hukum pidana Islam seseorang yang 

melakukan jarimah inses harus di kategorikan unsur-unsurnya apakah itu masuk 

kepada unsur zina muhsan atau zina ghair muhsan.7 

Komnas Perempuan mencatat terdapat 1.765 kasus hubungan sedarah atau 

inses yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dalam kurun waktu lima 2019-

2024, dengan 1.071 kasus pada 2019, 822 kasus pada tahun 2020, lalu turun 

menjadi 15 kasus pada 2021 yang diduga akibat hambatan pelaporan selama 

pandemi, dan Kembali meningkat menjadi 433 kasus pada 2022, dan 213 kasus 

pada 2023.8 Di Provinsi Aceh sendiri, data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) 

Aceh menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022-2023 terdapat setidaknya 34 

kasus kekerasan seksual yang pelakunya merupakan anggota keluarga inti atau 

kerabat dekat korban, termasuk ayah kandung, ayah tiri, paman, dan kakak 

kandung.9 

Provinsi Aceh sebagai daerah yang diberikan kewenangan khusus untuk 

menerapkan syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

 
7 Sarip Hidayat, dkk, Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Inses Dalam Qanun 

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 

Vol. 8, No. 1, (2023), hlm. 22. 

8 Diakses melalui situs: Kompas.com, 28 Mei 2025, Komnas Perempuan Catat 1.765 

Kasus Inses dalam 5 Tahun Terakhir, tanggal 14 Januari 2026. 

9 Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Aceh, Laporan Data Kekerasan Seksual Anak 

Provinsi Aceh Tahun 2022-2023, (Banda Aceh: LPA Aceh, 2023), hlm. 12. 

https://nasional.kompas.com/read/2025/05/28/20533601/komnas-perempuan-catat-1765-kasus-inses-dalam-5-tahun-terakhir
https://nasional.kompas.com/read/2025/05/28/20533601/komnas-perempuan-catat-1765-kasus-inses-dalam-5-tahun-terakhir
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tentang Pemerintahan Aceh, telah mengundangkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini secara spesifik mengatur jarimah (tindak 

pidana) inses dalam Pasal 35 yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja 

melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, 

selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) 

dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram 

emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.” 

Secara normatif, Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat dikonstruksikan sebagai 

ketentuan khusus yang memperberat ancaman pidana bagi pelaku zina yang 

memiliki hubungan mahram dengan korban, sebagaimana prinsip lex specialis 

derogat legi generali. Frasa “hubungan mahram” dalam pasal tersebut semestinya 

mencakup seluruh kategori mahram yang dikenal dalam fikih Islam, yakni 

mahram karena nasab, karena pernikahan (mushaharah), dan karena persusuan 

(radha'ah). Dengan demikian, Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat seharusnya mampu 

menjangkau seluruh bentuk hubungan seksual terlarang antara seseorang dengan 

anggota keluarganya yang haram untuk dinikahi, baik dalam konteks pemaksaan 

maupun atas dasar suka sama suka. 

Akan tetapi hal ini memunculkan perbedaan pandangan mengenai batasan 

pengertian “hubungan mahram” dalam pasal tersebut, khususnya apakah ada 

mahram yang dikategorikan sebagai unsur yang memberatkan dalam jarimah 

inses, dan bagaimana memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut telah 

memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat. 

Dalam perspektif hukum pidana Islam, jarimah inses termasuk dalam kategori 

jarimah yang sangat serius karena ia menggabungkan dua dimensi keharaman 

sekaligus, yakni keharaman zina sebagai pelanggaran terhadap kehormatan (hifzh 

al-'irdh) dan keharaman melanggar ikatan kekeluargaan yang suci (hifzh al-nasl). 

Hukum Islam menghendaki agar negara memberikan perlindungan yang optimal 

kepada seluruh anggota keluarga dari ancaman eksploitasi dan kejahatan seksual 
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dalam ranah domestik.10 Oleh karena itu, hal yang ingin dicapai oleh Pasal 35 

Qanun Hukum Jinayat sesungguhnya adalah terciptanya deterrence effect yang 

kuat untuk melindungi kehormatan setiap individu dalam keluarga dan 

memelihara tatanan keluarga yang bermartabat sesuai dengan nilai-nilai syariat 

Islam. Tanpa penafsiran yang tepat dan komprehensif, maka penegakan hukum 

terhadap jarimah inses akan terus menghadapi kendala, dan tujuan pemberlakuan 

syariat Islam di Aceh yang pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan (mashlahah) umat tidak akan tercapai secara optimal. 

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas adanya kesenjangan (gap) yang 

signifikan dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 untuk memberikan 

perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif terhadap korban inses 

berdasarkan nilai-nilai syariat Islam dengan kenyataan yang menunjukkan masih 

adanya problem interpretasi, disharmoni penerapan, dan inkonsistensi penegakan 

hukum di lapangan. Kajian mendalam mengenai penafsiran norma inses dalam 

Qanun Hukum Jinayat menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan 

sehingga penulis dapat memberikan kontribusi dalam memahami permasalahan 

yang terjadi dalam Masyarakat.  

Beranjak dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul 

“PENAFSIRAN INSES MENURUT QANUN HUKUM JINAYAT (Analisis 

terhadap Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum 

Jinayat)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi 

pengembangan hukum pidana Islam di Indonesia pada umumnya dan bagi 

penyempurnaan penerapan Qanun Hukum Jinayat di Aceh pada khususnya, 

sehingga dapat menjadi rujukan bagi para penegak hukum, akademisi, dan 

 
10 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at Dalam 

Wacana dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 56-57. 
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pemangku kebijakan dalam memahami dan menerapkan ketentuan inses secara 

tepat dan berkeadilan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan, yaitu: 

1. Bagaimana pengaturan dan penafsiran tindak pidana inses dalam Pasal 

35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat? 

2. Bagaimana kejelasan unsur-unsur tindak pidana inses dalam Pasal 35 

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat? 

3. Bagaimana implikasi penafsiran Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap penegakan hukum tindak pidana 

inses di Aceh? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, 

yaitu:  

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan dan penafsiran tindak 

pidana inses dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Hukum Jinayat. 

2. Untuk mengetahui kejelasan unsur-unsur tindak pidana inses dalam 

Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi penafsiran Pasal 35 

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap 

penegakan hukum tindak pidana inses di Aceh. 
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D. Kajian Pustaka 

Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi 

dalam penelitian ini. Setelah penulis telusuri ada beberapa kajian yang berkaitan 

secara tidak langsung dalam penelitian ini. Untuk menghindari tumpang tindih 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka penulis akan mendeskripsikan 

apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian-penelitian tersebut.  

Pertama, skripsi Pandu Rizka Permana dari Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul Sanksi Delik Inses dalam 

Hukum Positif Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan Maqasid Asy-

Syari’ah. Pada penelitian ini membahas mengenai sanksi delik inses yang diatur 

dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari hukum pidana Islam dan Maqasid 

asy-syari’ah.11 

Kedua, jurnal Fresdy A. Wotulo yang berjudul Kedudukan Delik Inses (Incest) 

dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Pada penelitian ini membahas mengenai 

bagaimana delik inses diatur dalam KUHP dan bagaimana pengaturannya dalam 

Hukum Pidana Adat.12 

Ketiga, jurnal Elsya Ikhsani Azzahra dengan judul Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia. Pada penelitian ini 

membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual inses 

pada anak, dampak yang ditimbulkan serta bagaimana upaya penanganannya.13 

 
11 Pandu Rizka Permana, Sanksi Delik Inses Dalam Hukum Positif Ditinjau dari 

Perspektif Hukum Pidana dan Maqasid Asy-Syari’ah, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2020). 

12 Fresdy A. Wotulo, Kedudukan Delik Inses (Incest) dalam Sistem Hukum Pidana 

Indonesia, Jurnal Lex Crimen, Vol. 4, No. 4, (2027). 

13 Elsya Ikhsani Azzahra, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam 

Hukum Positif Indonesia, Journal of Contemporary Law Studies, Vol. 2, No. 1, (2024). 
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Keempat, jurnal yang disusun oleh Yulia Hesti, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, 

dan Agnestika yang berjudul Penyebab Utama Terjadinya Tindak Pidana 

Pelecehan Seksual Inses (Hubungan Sedarah). Pada penelitian ini membahas 

bagaimana penanganan pelecehan seksual inses di Kabupaten Pringsewu mulai 

dari pencegahan, penanganan hukum dan rehabilitasi korban serta apa yang 

menjadi faktor penyebab pelecehan seksual inses.14 

Kelima, jurnal Putri Aurelya Fizensil Agus yang berjudul Tinjauan Yuridis 

tentang Hukuman Bagi Pelaku Hubungan Inses di Indonesia. Pada penelitian ini 

membahas mengenai bagaimana ketentuan hukum di Indonsia mengatur 

hukuman bagi pelaku inses dan penerapan hukuman dalam Pratik Peradilan di 

Indonesia.15 

E. Penjelasan Istilah 

1. Inses 

Inses berasal dari bahasa Inggris “incest” yang berasal dari kata latin 

“incestus” yang memiliki arti umum tidak murni atau tidak suci.16 Inses dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni hubungan seksual atau 

perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar 

adat, hukum, atau agama.17 Secara umum, inses merupakan hubungan seksual 

diantara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Dalam 

 
14 Yulia Hesti, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, Agnestika, Penyebab Utama Terjadinya 

Tindak Pidana Pelecehan Seksual Inses (Hubungan Sedarah), Jurnal Ilmu Hukum dan Tata 

Negara, Vol. 2, No. 1, (2024). 

15 Putri Aurelya Fizensil Agus, Tinjauan Yuridis tentang Hukuman Bagi Pelaku 

Hubungan Inses di Indonesia, Jurnal Lex Privatum, Vol. 15, No. 4, (2025). 

16 Abdurrahman, U., Dadang Syaripudin, Linda Novianti, Efektivitas Sanksi Pidana 

Terhadap Pelaku Inses dalam Menangani Kejahatan Seksual dalam Keluarga, Jurnal Hukum 

Media Justitia Nusantara, Vol. 12 No. 2, (2022), hlm. 102. 

17 Kamus Besar Bahasa Indoensia. Diakses melalui situs: https://kbbi.web.id/, tanggal 27 

Juni 2025. 

https://kbbi.web.id/
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makna yang lebih sempit yakni hubungan seksual antara orang tua dan 

anaknya atau diantara saudara kandung.18 

2. Mahram 

Mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya 

seperti bapak, ibu, anak, saudara, paman, bibi, dan lain-lain. Mahram menurut 

KBBI adalah orang (perempuan, laki-laki) yang masih termasuk sanak 

saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan 

sehingga tidak boleh menikah diantaranya.19  

3. Sanksi 

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda yaitu Sanctie yang 

artinya ancaman hukuman. Sanksi merupakan hukuman yang diberikan 

kepada individu atau kelompok yang telah melakukan pelanggaran norma, 

aturan, atau hukum yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi yakni untuk 

memastikan norma atau peraturan ditaati dan untuk menjaga ketertiban serta 

keadilan dalam masyarakat,20 juga sebagai bentuk pertanggungjawaban 

terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Bentuknya bermacam-macam 

seperti sanksi pidana, sanksi sosial, sanksi administrasi, sanksi adat, dan lain 

sebagainya. 

4. Qanun 

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikenal dengan 

Kanun yang artinya undang-undang, peraturan, kitab umdang-undang, hukum 

 
18 Thomas E Davitt, Nilai-nilai Dasar di dalam Hukum, (Yogyakarta: PallMal 

Yogyakarta, 2012), hlm. 126. 

19 Ibid, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

20 Ahmad Mathar, Sanksi dalam Peraturan PerUndang-Undangan, Jurnal hukum 

Keluarga Islam, Vol. 3, (2023), hlm. 45-46. 
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dan kaidah.21Pengertian Qanun dalam bahasa Arab ialah undang-undang, 

kebiasaan atau adat.22 

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara 

materiil di Indonesia23 terkait tindak pidana, dan sanksi atas kejahatan maupun 

pelanggaran. 

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

undang-undang (statute   approach). Pendekatan   undang-undang digunakan 

untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait 

dengan penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-

norma hukum yang tertulis dalam undang-undang, serta bagaimana norma 

tersebut diterapkan dalam prkatik.24 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada norma hukum 

yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan 

doktrin hukum. Tujuannya untuk memahami dan mengevaluasi penerapan 

 
21 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 442. 

22 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT Hidkarya Agung, 1989), hlm. 

357. 

23 Diakses melalui situs: https://perpustakaan.dpr.go.id, tanggal 5 Juli 2025. 

24 Moeljanto, Hukum Pidana: Suatu Penghantar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 45-

50. 

https://perpustakaan.dpr.go.id/
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norma hukum dalam konteks sosial dan praktik hukum yang ada serta 

memberikan analisis data, identifikasi, dan memaknai ketentuan hukum yang 

ada. 

3. Sumber Data 

1) Data Primer 

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah Qanun Nomor 

6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang terkait. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan yaitu sumber-sumber yang terkait 

secara langsung dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi 

buku-buku, artikel dan dokumen-dokumen, jurnal, dan lainnya yang 

bersangkutan dengan penelitian ini. Data ini tidak didapatkan secara 

langsung dilapangan, tetapi data sekunder ini berkaitan dengan data 

yang relevan dan mendukung atau berkaitan dengan masalah yang 

diteliti.25 

3) Data Tersier 

Data tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan sumber 

hukum primer dan sekunder untuk memberi petunjuk pada kata-kata 

yang perlu dijelaskan. Data ini diperoleh dari berbagai kamus, seperti 

KBBI, kamus hukum, dan kamus lainnya yang berkaitan untuk 

membantu memahami dan menjelaskan data-data yang telah 

dikumpulkan. 

 

 
25 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005). 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah proses pengumpulan data 

yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur 

yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini melibatkan 

berbagai sumber literatur seperti buku-buku, artikel jurnal, laporan 

penelitian dan sumber hukum lainnya, yang berguna untuk mendapatkan 

pemahaman yang mendalam terkait topik yang diteliti, untuk mendukung 

argumen dan analisis yang dilakukan dalam penelitian.26 

5. Teknik Analisis Data 

Penulis melakukan analisis data pada saat pengumpulan data dilakukan 

dan setelah selesainya proses pengumpulan data, dengan menganalisis 

langsung pada Qanun Hukum Jinayat. Penulis menggunakan metode 

analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual 

serta akurat, fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti.27 

Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang bersifat deskriptif dan 

tidak dapat diukur secara kuantitatif. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan 

penulisan. Skripsi ini terdiri dari empat bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari 

beberapa sub bab agar pembaca lebih memahami materi. Adapun sistematika 

pembahasan ini adalah sebagai berikut: 

 
26 Soejono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2001), hlm. 45-50. 

27 Moch. Nasir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63. 
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Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Dua, berisi pembahasan mengenai pengertian jarimah inses, dasar hukum 

dan larangan inses dalam Islam, konsep hukum jinayat dalam Islam, pengaturan 

inses dalam Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, 

kedudukan Qanun Jinayat dalam sistem hukum di Indonesia, unsur-unsur jarimah 

inses, dan perbandingan pengaturan inses dalam hukum Islam dan hukum positif. 

Bab Tiga, berisi hasil penelitian yang meliputi penafsiran hukum terhadap 

ketentuan inses, implikasi penafsiran inses dalam penegakan hukum, dan 

kejelasan unsur-unsur ukum dalam Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 22014 

Tentang Hukum Jinayat. 

Bab Empat, merupakan penutup yang merupakan bagian akhir yang berisikan 

kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian serta 

saran dari hasil penelitian ini. 
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BAB DUA 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG INSES DAN HUKUM 

JINAYAT 

 

A. Pengertian Inses  

Inses (incest) berasal dari bahasa latin estus yang berarti murni. Sementara 

incestus berarti tidak murni, dalam bahasa Inggris incest adalah hubungan 

sedarah. Secara umum, inses (incest) adalah hubungan seksual yang terjadi di 

antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat atau 

pertalian sedarah, seperti antara orang tua dan anak, saudara kandung, 

paman/tante dengan keponakan atau anggota keluarga inti lainnya.28 Inses (incest) 

dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang 

yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.29 Di 

dalam masyarakat Indonesia inses juga dikenal dengan hubungan sumbang atau 

kawin sumbang. 

Dalam hukum pidana Indonesia, inses tidak dirumuskan secara tegas dalam 

satu pasal khusus, melainkan tersebar dalam beberapa ketentuan yang mengatur 

hubungan seksual antar anggota keluarga. Salah satunya adalah Pasal 294 KUHP, 

yang dalam KUHP baru diadopsi menjadi Pasal 418, yang mengatur mengenai 

perbuatan cabul terhadap anggota keluarga yang berada di bawah pemeliharaan, 

perwalian, atau pengawasan pelaku.30 Selain itu, ketentuan lain dalam undang-

undang terkait perlindungan anak turut memberi ruang bagi tindak pidana inses 

jika korbannya adalah anak. 

 
28 Lilik Purwastuti Yudaningsih, Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif 

Kebijakan Hukum Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, (2014), hlm. 94. 

29 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

Keempat, (Jakarta: PT Gramedia 2008), hlm. 539. 

30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Pasal. 418. 
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Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, inses (incest) merupakan hubungan 

seksual yang terjadi antara individu-individu yang memiliki hubungan 

kekerabatan dekat atau ikatan keluarga kuat, seperti hubungan antara ayah dengan 

anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, maupun hubungan antara 

saudara kandung, yang tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga 

menimbulkan trauma psikologis serta kerusakan relasi sosial dalam keluarga.31  

Dengan demikian, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan inses (incest) 

adalah terjadinya hungan seksual antara anggota keluarga dekat yang memiliki 

hubungan darah. Perbuatan ini dapat dilakukan oleh anggota keluarga inti, seperti 

ayah atau paman. Dalam praktiknya, inses dapat terjadi karena adanya unsur 

saling suka yang bahkan dapat berujung pada ikatan perkawinan, namun juga 

dapat terjadi karena adanya paksaan. Dalam hal adanya paksaan, perbuatan 

tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana zina atau pencabulan, 

terutama apabila korbannya adalah anak-anak.32 

Meskipun respons masyarakat terhadap kasus inses dapat berbeda-beda, pada 

umumnya inses dipandang sebagai perbuatan yang dilarang dan ditolak secara 

keras. Bahkan, masyarakat cenderung memberikan stigma negatif dan kecaman 

terhadap pelaku, terutama dalam kasus ketika seorang ayah melakukan 

pemaksaan atau kekerasan seksual terhadap anak perempuannya.33 Dalam banyak 

kasus, terutama yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak, tindakan 

tersebut dipandang sebagai kejahatan serius yang menimbulkan dampak 

 
31 Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, (Jakarta: 

Refika Aditama, 2005), hlm-67-68. 

32 Sarip Hidayat, dkk, Perlindungan Anak Korban TIndak Pidana Inses Dalam Qanun 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 8, 

No. 1, (2023), hlm. 24-25. 

33 Amanda, Hetty Krisnani, Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses, 

Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 2, No. 1, (2019), hlm 123. 
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psikologis mendalam bagi korban serta merusak tatanan hubungan keluarga 

secara menyeluruh. 34 

B. Dasar Hukum dan Larangan Inses dalam Islam 

Hukum Islam atau syariah adalah suatu sistem hukum yang bersumber dari 

Al-Qur’an, hadist, ijma’ (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi), yang mengatur 

berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk norma moral dan hukum pidana.35 

Dalam konteks inses, hukum Islam menetapkan aturan yang tegas mengenai 

larangan hubungan seksual antara anggota keluarga yang memiliki hubungan 

mahram (nasab dekat) atau kekerabatan dekat (hubungan sedarah).36 

Dalam terminologi hukum Islam, inses (incest) dipahami sebagai hubungan 

persetubuhan dengan mahram, yaitu orang-orang yang secara permanen haram 

untuk dinikahi. Islam memandang perbuatan ini sebagai dosa besar sekaligus 

tindak pidana (jarimah) yang sangat serius karena merusak tatanan nasab serta 

kehormatan dan kesucian keluarga.37
 Dalam perspektif hukum Islam, inses 

dipandang sebagai perbuatan keji (fahisyah) yang secara regas dilarang dalam Al-

Qur’an dan Hadist, dengan ancaman sanksi berat bagi pelakunya,38 karena inses 

termasuk ke dalam kategori perzinaan berat yang bahkan dapat dikualifikasikan 

sebagai zina muhsan jika pelakunya telah menikah.39 

 
34 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 

89-90. 

35 Muhammad Achwan, Strategi Pencegahan Inses dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Ilmu Kesehatan Masyarakat, Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat 

Syariah, Vol. 2, No. 4, (2025), hlm. 75. 

36 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 103. 

37 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’I Al-Islami, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1992), hlm. 80. 

38 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), hlm. 

145. 

39 Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah wa al-‘Uqubah fi al-Fiqh al-Islami, (Kairo: Dar 

al-Fikr al-‘Arabi, 1998), hlm. 112.  
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Dalam perspektif Islam, inses dipahami sebagai hubungan seksual yang 

terjadi dengan individu yang termasuk dalam kategori mahram mu’abbad, yaitu 

pihak-pihak yang secara permanen haram untuk dinikahi. Keharaman tersebut 

didasarkan pada tiga hubungan utama, yaitu hubungan darah (nasab), hubungan 

persusuan (radha’ah), dan hubungan yang timbul akibat perkawinan 

(mushaharah). 

Larangan terhadap perbuatan inses memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur’an 

dan Hadis, di antaranya termuat dalam Surah An-Nisa’ ayat 22 serta Surah Al-

Mujadalah ayat 2. 

a. Al-Qur’an 

Pertama Al-Qur’an surat An-Nisa’: 22.40 

ا وَلَْْ ؤُكُ ْ نكََحَْ مَا تنَ كِّحُو  نَْ اٰبََۤ ْ قدَْ  مَا اِّلَّْْ الن ِّسَاۤءِّْ م ِّ َّهْ  سَلفََ  ن شَةًْ كََنَْ اِّ تاً ْ فاَحِّ مَق  وَسَاۤءَْ وَّ  

ي لًْ  سَبِّ
 
ࣖ ۝٢  

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini 

oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya 

perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang 

ditempuh.” (QS. An-Nisa’: 22) 

Surah An-Nisa’ ayat 22 merupakan salah satu ladasan normatif dalam Al-

Qur’an yang mengatur larangan hubungan pernikahan yang tidak sah, khususnya 

terhadap perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah (ibu tiri). Ayat ini 

menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi perempuan 

yang telah menjadi istri ayahnya, baik ayah kandung maupun ayah kakek ke atas, 

karena hubungan tersebut termasuk dalam kategori mahram. 

 
40 QS. An-Nisa’ (4): 22. 
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Secara historis, ayat ini diturunkan untuk menghapus praktik pada masa 

jahiliah yang membolehkan seorang anak “mewarisi” atau menikahi istri ayahnya 

setelah sang ayah meninggal dunia. Islam kemudian datang untuk menghapus 

tradisi tersebut karena dinilai merendahkan martabat perempuan dan merusak 

tatanan keluarga.41 

Dari perspektif hukum Islam, larangan ini termasuk dalam kategori 

muharramat mu’abbadah (larangan menikah yang bersifat permanen), yang tidak 

dapat dikecualikan dalam kondisi apa pun. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga 

kehormatan keluarga (hifz al-nasab) serta mencegah terjadinya kerancuan dalam 

garis keturunan. 

Kedua Al-qur’an surat Al-Mujadalah: 2.42 

ي نَْ ِّ نَْ اَلََّّ ن كُْ  يظُٰهِّرُو  نْ  مِّ مْ  م ِّ ِّ
ِٕ
ا ن ِّسَاۤىِٕ ْ  هُنَّْ مَّ م  ِّ هٰتِِّ هٰتُُِمْ  اِّنْ  اُمَّ ـ ِّيْ  اِّلَّْْ اُمَّ

ۤ ْ  ال ٰ نََُم  ُمْ  وَلََ  نََّ وَاِّ  

نَْ لوُ  نَْ مُن كَرًا ليََقُو  لِّْ م ِّ رًا ْ ال قوَ  نَّْ وَزُو  َْ وَاِّ رْ  لعََفُوْ  الل ٰ ۝٢ غفَُو   

Artinya: “Orang-orang yang menzhihar istrinya diantara kalian, 

(menganggap istrinya sebagai ibunya), padahal tiadalah istri mereka itu ibu 

mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain adalah wanita yang melahirkan mereka dan 

sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan 

mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah Maha pemaaf lagi maha 

pengampun.” (QS. Al-Mujadalah: 2). 

Surah Al-Mujadalah ayat 2 membahas praktik zihar, yaitu ucapan yang 

dikenal pada masa Arab pra-Islam ketika seorang suami menyamakan istrinya 

dengan punggung ibunya. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa pernyataan 

tersebut merupakan ucapan yang sangat buruk dan tidak benar, sehingga tidak 

dapat menjadikan istri sebagai ibu, baik secara hukum maupun realitas. Lebih 

 
41 Quraish Shihab, M. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. 

2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 410. 

42 QS. Al-Mujadalah (58): 2, https://quran.kemenag.go.id/, diakses tanggal 20 Januari 

2026. 

https://quran.kemenag.go.id/
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lanjut, ayat ini mengkritik keras ucapan tersebut karena dianggap sebagai 

perkataan yang mungkar dan dusta. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, 

status hukum dan hubungan keluarga tidak dapat ditentukan hanya dengan 

pernyataan emosional atau kebiasaan yang keliru, melainkan harus berlandaskan 

ketentuan syariat yang jelas.43 

Selain itu, Surah Al-Mujadalah ayat 2 menjadi dasar penting dalam hukum 

keluarga Islam karena kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa zihar tidak serta-

merta memutus hubungan perkawinan, tetapi memiliki konsekuensi hukum 

tertentu berupa kewajiban kafarat bagi pelakunya. Dengan demikian, ayat ini 

berfungsi untuk meluruskan praktik sosial yang keliru pada masa jahiliah 

sekaligus menetapkan prinsip bahwa hubungan keluarga dalam Islam diatur 

secara tegas berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ucapan yang tidak memiliki 

dasar hukum.44 

b. Hadist 

Pertama Hadist Riwayat Ibnu Majah:  

 

Dari ibnu Abbas ra “Sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: “Barang 

siapa yang Berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah ia.” 

Kedua Hadist Riwayat Abu Daud: 

 

 
43 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 10, (Jakarta: Kemenag RI, 

2012), hlm. 215. 

44 Nasaruddin Umar, Hukum Keluarga dalam Perspektif Tafsir Sosial, Jurnal Ahkam: 

Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 12, No. 1, (2012), hlm. 45-47. 



21 

 

 

 

Dari al Bara’ bin ‘Azib, ia berkata, “ketika aku tengah berkeliling 

mencari seekor untaku tersesat, tiba-tiba aku berpapasan dengan sekelompok 

penunggang kuda atau pasukan infantri (penunggang kuda perang) yang 

tengan membawa bendera. Orang-orang itu mengajakku turut pergi bersama 

mereka lantaran kedekatan dengan Nabi saw. Lalu orang itu bergegas 

mendatangi sebuah rumah kubah dan mengeluarkan paksa seorang laki-laki 

yang kemudian langsung mereka tebas lehernya, maka aku bertanya alasan 

mereka melakukan tindakan tersebut lantas mereka mengatakan bahwa lelaki 

itu telah menikahi istri bapaknya (pernikahan ala jahiliah dan pelakunya 

dianggap sebagai murtad).” 

Kemudian dalam hadist yang lain: 

 

 

Dari Al Barra’, ia berkata, “Aku pernah bertemu dengan pamanku yang 

tengah bersama kelompok pasukan perang, lalu aku berkata kepadanya, 

hendak kemana (Paman) pergi?’ Pamanku menjawab, Rasulullah telah 

mengutusku untuk menemui seorang lelaki yang telah menikahi istri ayahnya, 

dan beliau memerintahkanku untuk memenggal kepalanya (membunuhnya) 

dan merampas hartanya.”45 

Hadist tersebut secara tegas menunjukkan keharaman perbuatan inses 

dalam Islam. Larangan menikahi istri-istri ayah ditetapkan sebagai bentuk 

penghormatan, pemuliaan, dan penghargaan terhadap kedudukan ayah dalam 

keluarga. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi seorang anak untuk menjalin 

hubungan, baik dalam bentuk pernikahan maupun hubungan lainnya, dengan 

mantan istri ayahnya. Bahkan, sekadar melakukan akad nikah dengan 

perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah pun tetap diharamkan dalam 

hukum Islam.  

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan inses 

merupakan perbuatan yang diharamkan. Pelaku zina inses dikenai hukuman 

 
45 Hasamuddin, Eva Liana, Penyelesaian Jarimah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di 

Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan), Maqasidi: Jurnal Syariah dan 

Hukum, Vol. 1, No. 2, (2021), hlm. 77-78. 
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mati, baik pelakunya telah menikah maupun belum menikah. Namun, 

sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah 

hubungan tersebut dilakukan atas kehendak dan kesadaran kedua belah pihak 

atau terdapat salah satu pihak yang melakukannya karena paksaan maupun 

ancaman. Apabila perbuatan tersebut terjadi akibat adanya paksaan atau 

ancaman, maka pihak yang berada dalam kondisi terpaksa tidak dikenai 

hukuman. Hal ini berdasarkan hadist Nabi saw., yang artinya “Sesungguhnya 

Allah telah meninggalkan (untuk tidak mencatat) dari umatku: kekhilafan, 

lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka”. 

C. Konsep Hukum Jinayat dalam Islam 

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah), merupakan bagian dari syari’at Islam 

yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya. Hukum ini berlandaskan 

pada Al-Qur’an, sunnah, serta ijtihad para ulama dengan tujuan utama 

menegakkan keadilan, melindungi hak individu, dan menjaga ketertiban sosial. 

Hukum pidana Islam mencakup bebrbagai kategori tindak pidana, termasuk 

hudud (pelanggaran yang ditetapkan sanksinya oleh Allah), qishas (pembalasan 

setimpal), dan ta’zir (sanksi yang ditentukan hakim). Sistem ini bertujuan tidak 

hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mencegah kejahatan 

dengan menegakkan moralitas dan melindungi masyarakat. 

Secara etimologi jinayat merupakan bentuk jamak dari jinayah. Kata jinayah 

secara bahasa berarti dosa atau pelanggaran, dan pada asalnya merupakan bentuk 

mashdar (kata benda dasar) dari kata jana yang berarti mengambil atau memetik, 

lalu digunakan untuk menunjukkan objek dari perbuatan tersebut. Secara 

terminologi, jinayat adalah tindakan pidana atau perbuatan terlarang yang 

dilakukan oleh seseorang, baik berupa pelanggaran terhadap jiwa, anggota tubuh, 
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harta benda, maupun kehormatan yang diancam dengan sanksi hukuman 

(uqubah).46 

Menurut Al-Jurjani, jinayah adalah setiap perbuatan terlarang yang 

mengandung bahaya terhadap diri sendiri atau orang lain. Al-Haskafi 

menambahkan bahwa dalam syari’at, jinayah adalah istilah untuk perbuatan 

terlarang yang menyebabkan kerugian terhadap harta atau jiwa. Secara istilah, 

para ahli fiqh mendefinikan jinayah sebagai tindakan-tindakan yang dilarang oleh 

syara’(hukum) yang diancam dengan oleh Allah SWT dengan hukuman hadd atau 

ta’zir. 

Para ahli fiqh membagi jinayah, atau pelanggaran hukum dalam Islam 

menjadi tiga kategori utama untuk menentukan jenis hukuman yang sesuai. 

Pertama, jinayah terhadap nyawa, hal ini mecakup tindakan yang langsung 

mengancam atau merenggut nyawa seseorang, seperti pembunuhan. Dalam kasus 

ini, penerapan hukumannya cenderung lebih berat dan bisa termasuk hukuman 

qisas atau diyat, tergantung pada konteks dan niat pelaku. Kedua, jinayah 

terhadap selain jiwa, dalam hal ini termasuk cedera atau kerusakan yang tidak 

mengakibatkan kematian tetapi tetap signifikan, seperti luka berat. Hukuman 

untuk kategori ini biasanya berupa kompensasi atau bentuk hukuman lain yang 

mencerminkan dampak dari cedera tersebut. Ketiga, jinayah yang berdampak 

pada nyawa dari satu aspek tetapi tidak dari aspek lainnya, mecakup kasus seperi 

pelanggaran terhadap janin. Meski janin belum sepenuhnya berkembang menjadi 

kehidupan yang mandiri namun pelanggaran terhadapnya tetap tergolong serius. 

Pengadilan akan memberlakukan hukuman terhadap pelaku, meskipun jenis 

 
46 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam: Penghantar dan Asas-Asas Hukum 

Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 3-4. 
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hukumannya mungkin berbeda dari pelanggaran terhadap manusia yang sudah 

sepenuhnya lahir kedunia.47 

Hukum jinayat tidak lahir dari ruang hampa atau sekedar produk sosial, 

melainkan berlandaskan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah, 

dan Ijma’ para ulama. Berdasarkan jenis sanksinya, ruang lingkup hukum jinayat 

dalam Islam dibagi menjadi tiga kategori utama: 

a. Hudud 

Hudud adalah bentuk jamak dari hadd yang berarti batas atau pembatas. 

Dalam konteks hukum, jarimah hudud adalah tindak pidana yang jenis 

sanksinya telah ditentukan di dalam Al-Qur’an atau hadis, seperti zina, qadzaf 

(menuduh zina tanpa bukti), dan sariqah (pencurian). 

b. Qishas dan Diyat 

Qishas berarti pembalasan yang seimbang atau serupa dengan perbuatan 

yang dilakukan pelaku terhadap korban. Sementara diyat adalah tebusan atau 

denda berupa harta yang wajib dibayarkan kepada korban atau ahli warisnya 

jika qishas dimaafkan atau tidak dapat dilaksanakan.48 Hukuman ini 

dijatuhkan atas pelanggaran terhadap fisik atau jiwa, seperti pembunuhan dan 

penganiayaan di mana penerapannya merupakan hak manusia untuk menuntut 

balasan setimpal atau memaafkan dengan ganti rugi (diyat).  

c. Ta’zir 

Ta’zir secara bahasa berarti penolakan atau pengajaran. Dalam hukum 

jinayat, jarimah ta’zir adalah tindak pidana yang jenis dan kadar hukumannya 

tidak ditetapkan secara spesifik oleh dalil syara’, melainkan diserahkan 

 
47 Diakses melalui situs: https://tatsqif.com/pengantar-fiqh-jinayah-definisi-hukum-dan-

klasifikasi-simak/, tanggal 7 Juni 2026. 

48 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), hlm. 

87. 

https://tatsqif.com/pengantar-fiqh-jinayah-definisi-hukum-dan-klasifikasi-simak/
https://tatsqif.com/pengantar-fiqh-jinayah-definisi-hukum-dan-klasifikasi-simak/
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kepada kebijakan penguasa (ulil amri) atau hakim (qadhi) berdasarkan 

kemaslahatan masyarakat, seperti korupsi, penyuapan, pelanggaran lau lintas, 

dan lain sebagainya. 

Penegakan hukum jinayat pada dasarnya bermuara pada realisasi Maqasid al-

Syari’ah (tujuan-tujuan syariat), khususnya dalam aspek Al-Daruriyat al-

khamsah (lima kebutuhan primer manusia), setiap sanksi dalam jinayat dirancang 

secara spesifik untuk memjagai kelima elemen tersebut. 

D. Pengaturan Inses dalam Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Hukum Jinayat 

Dalam sistem hukum pidana Islam di Aceh, hubungan seksual sedarah atau 

inses (incest) dikategorikan sebagai bagian dari jarimah zina yang diperberat, 

karena dilakukan dengan orang yang memilki hubungan mahram yaitu hubungan 

kekerabatan yang mengaharamkan pernikahan secara permanen menurut syari’at 

Islam. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara spesifik 

mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap pelaku inses di dalam Pasal 35, 

yang menyebutkan:  

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan orang 

yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘uqubat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan 

‘uqubat ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau 

‘uqubat ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.”49 

Pemberatan hukuman didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan zina 

yang dilakukan dengan mahram merupakan pelanggaran ganda yakni selain 

melanggar larangan zina, juga melanggar kehormatan ikatan kekerabatan yang 

sangat dijaga dalam ajaran Islam. Dalam fikih klasik, hukuman bagi pelaku zina 

dibedakan berdasarkan status pelaku seperti zina muhsan (pelaku yang sudah 

 
49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 35. 
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menikah) dihukum dengan rajam, atau zina ghairu muhsan (pelaku yang belum 

pernah menikah) dihukum cambuk seratus kali. 

Qanun Jinayat Aceh tidak mengadopsi hukum rajam, melainkan menetapkan 

cambuk sebagai hukuman pokok dengan kemungkinan pemberatan jumlah 

cambukan untuk kasus-kasus tertentu seperti inses. Pasal 35 Qanun Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur inses sebagai bentuk zina yang 

diperberat karena melibatkan pelanggaran terhadap ikatan mahram. Hukuman 

yang ditetapkan lebih berat dari zina biasa, mencerminkan keseriusan 

pelanggaran dalam pandangan syari’at Islam. 

Pengaturan mengenai perbuatan inses dalam Qanun Aceh tidak disebutkan 

secara eksplisit dengan menggunakan istilah “inses”. Namun, ketentuan yang 

berkaitan dengan perbuatan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 34, yang 

mengatur mengenai setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, serta 

Pasal 35 yang mengatur tentang setiap orang yang dengan sengaja melakukan 

jarimah zina dengan orang yang memiliki hubungan mahram dengannya. Dalam 

konteks ini, istilah inses dapat dipahami memiliki keterkaitan dengan hubungan 

mahram, yaitu hubungan kekerabatan yang menyebabkan seseorang dilarang 

untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hukum keluarga, hubungan tersebut 

pada umumnya berkaitan dengan larangan perkawinan karena adanya hubungan 

darah. 

Dalam perspektif hukum Islam, larangan terhadap perbuatan inses juga tidak 

dirumuskan secara langsung dengan menggunakan istilah “inses”. Akan tetapi, 

Islam secara tegas mengatur mengenai larangan perkawinan antara laki-laki dan 

perempuan yang memiliki hubungan mahram. Ketentuan tersebut antara lain 

terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 23, yang menjelaskan mengenai perempuan-
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perempuan yang haram dinikahi karena adanya hubungan tertentu, termasuk 

hubungan darah.50 

1. Kedudukan Qanun Hukum Jinayat dalam Sistem Hukum di Indonesia 

Qanun sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia 

bukanlah barang baru. Khususnya di Aceh, Qanun sudah dikenal sejak lama. 

Al Yasa’ Abu Bakar sebagaimana dikutip oleh Ahyar menjelaskan bahwa 

menurut Liaw Yock Fang istilah Qanun semakna dnegan adat dan biasa 

digunakan untuk membedakan antara hukum yang tertuang di dalam fikih 

dan hukum yang tertera dalam adat.51 Untuk konteks sekarang dan khususnya 

di Aceh, Qanun berdasarkan UUPAnya adalah peraturan perundang-

undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan 

pemerintahan Aceh dan kehidupan masyarakat Aceh. 

Qanun dalam perspektif sistem hukum Nasional Indonesia merupakan 

bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, kedudukan Qanun Jinayat Aceh selevel dengan Perda di daerah 

lain. Di atas Qanun ada Perpres, PP, UU/Perppu, TAP MPR, dan terakhir 

UUD 1945. Jadi, Qanun, selain merupakan Perda Provinsi Aceh, ia juga 

merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislasi dalam bentuk Qanun 

oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh.52 

Kedudukan qanun hukum jinayat di Aceh tidak dapat dilepaskan dari 

rangkaian sejarah politik hukum dan pemberian status otonomi khusus bagi 

 
50 Agus Rahmat, Safira Mustaqilla, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest 

Di Aceh Besar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Hukum Pidana Islam, Vol. 1, No. 1, (2025), hlm. 6. 

51 Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, Jurnal 

Penelitian Hukum de Jure, Vol. 17, No. 2, (2017), hlm. 137. 

52 Ridwan Nurdin, Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana 

Nasional Indonesia, Jurnal Miqat, Vol. 42, No. 2, (2018), hlm. 365. 
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Provinsi Aceh. Secara yuridis, legalitas formal pemberlakuan syriat Islam di 

Aceh berakar dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang 

kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus bagi Provinsi Dearah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe 

Aceh Darussalam.53 

Puncak dari legitimasi ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), yang merupakan produk 

hukum pasca Kesepakatan Damai (Memorandum of Understanding) 

Helsinki. Pasal 125 UUPA secara eksplisit menyatakan bahwa syariat Islam 

yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah, dan akhlak, yang 

diatur lebih lanjut dengan qanun.54 Melalui mandat undang-undang inilah 

Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) memiliki 

kewenangan atributif untuk kodifikasi hukum pidana Islam yang dikenal 

sebagai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, posisi Qanun Aceh 

dikategorikan setara dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.55 Namun, 

secara materiil muatan qanun jinayat mengadili perkara pidana yang 

lazimnya merupakan urusan pemerintah pusat. Keberadaan ini dijustifikasi 

oleh asas lex specialis derogate legi generali yakni hukum yang khusus 

 
53 Al Yasa’ Abu Bakar, Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 

Implementasi dan Silang Pendapat, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2008), hlm. 45. 

54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan 

Aceh, Pasal 125. 

55 Maria Farida Indrati Soerapto, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi 

Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 112. 
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menyampingkan hukum yang umum, di mana UUPA memposisikan diri 

sebagai lex specialis terhadap KUHP untuk wilayah hukum Provinsi Aceh.56 

2. Unsur-Unsur Jarimah Inses 

Dalam hukum Islam, jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang 

dilarang syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, 

atau ta’zir. Secara umum ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan 

perbuatan jarimah, yaitu: unsur formal (al-rukn al-syar’i), unsur material (al-

rukn al-madi), dan unsur moral (al-rukh al-adabi). 

Unsur formal adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan 

tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. 

Unsur material adalah adanya perbuatan pidana baik melakukan perbuatan 

yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Unsur moral 

adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang melakukan perbuatan 

pidana tersebut terkena taklif atau orang yang telah mukallaf.57 

Sedangkan Ulama Fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus 

terdapat dalam suatu tindak pidana, sehingga perbuatan itu dapat 

dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur dimaksud adalah 

sebagai berikut:58 

1. Ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman bagi 

pelakunya. Dalam hukum pidana positif unsur ini disebut unsur formil 

(ar-rukn asy-syari). Dalam unsur formil ini ulama fiqh membuat 

kaidah: “Tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu 

 
56 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2020), hlm. 234. 

57 Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur 

Tindak Pidana, Jurnal Judiciary, Vol. 14, No. 1, (2025), hlm. 43. 

58 Ibid, hlm. 44. 
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hukuman tanpa ada nash. Senada dengan kaidah itu juga dikatakan; 

Sebelum ada nash, tidak ada hukum bagi orang-orang berakal. 

2. Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa 

perbuatan nyata melanggar larangan syara’ (seperti mencuri) maupun 

dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan syara’ 

(seperti tidak membayar zakat atau menunaikan shalat) dalam hukum 

pidana positif disebut dengan unsur material (ar-rukn al-madi). 

3. Pelaku jarimah, seseorang yang telah mukallaf atau telah bisa diminta 

pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif 

disebut unsur moril (ar-rukn al-adabi). 

Dalam definisi qanun jinayat, zina adalah setiap orang yang dengan 

sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 100 

kali.59 Sedangkan persetubuhan yang dilakukan dengan mahram terdapat 

dalam Qanun Jinayat Aceh Pasal 35 yaitu setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, 

selain diancam dengan ‘uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali, dapat 

ditambah dengan ‘uqubat ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas 

murni atau ‘uqubat ta’zir penjara  paling lama 10 (sepuluh) bulan.60 

Perzinaan mempunyai beberapa unsur, baik unsur umum maupun unsur 

khusus. Unsur umum adalah unsur yang ada dalam setiap jarimah, sedangkan 

unsur khusus hanya ada dalam jarimah-jarimah tertentu.61 Adapun unsur-

 
59 Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Cet.1 (Banda 

Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 25-26 

60https://jdihn.go.id/files/264/Qanun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_tentang_Hukum_Ji

nayat.pdf, tanggal 15 Januari 2026. 

61 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Cet. 2, (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 2010), hlm. 72. 

https://jdihn.go.id/files/264/Qanun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_tentang_Hukum_Jinayat.pdf
https://jdihn.go.id/files/264/Qanun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_tentang_Hukum_Jinayat.pdf
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unsur jarimah inses yang merupakan bagian dari perbuatan zina yang 

dikemukakan oleh para ulama ada dua unsur yaitu: 

a. Persetubuhan yang diharamkan 

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam 

farji (kemaluan) yaitu telah memasukkan kedalan farji walau sedikit juga 

dianggap sebagai zina. Kaedah untuk menentukan persetubuhan sebagai 

zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada milik sendiri. Dengan 

demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri 

karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap 

sebagai zina, walau persetubuhan tersebut datang belakangannya karena 

adanya suatu sebab bukan karena zatnya, contohnya seperti menyetubuhi 

istri yang sedang haid, nifas, atau yang sedang berpuasa di bulan 

Ramadhan. Persetubuhan itu semua dilarang, tetapi tidak dianggap 

sebagai zina.62 

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak 

dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan suatu 

perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta’zir walau 

perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. 

b. Adanya Kesengajaan atau Adanya Niat yang Melawan Hukum 

Unsur kedua dari jarimah zina yaitu adanya niat dari pelaku yang 

melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu 

perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhi 

adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian apabila 

seseorang mengerjakan sesuatu peerbuatan dengan sengaja, tetapi dia 

tidak tahu perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak akan 

 
62 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 

hlm. 8. 
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dikenakan hukuman had. Contohnya seperti seseorang yang menikah 

dengan wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan 

kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya 

perkawinan tersebut maka suami tidak akan dikenakan pertanggung 

jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu 

masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang dahulu.63 

Apabila seseorang tidak tahu tentang fasid atau batalnya suatu 

pernikahan yang mengakibatkan persetubuhan bisa dianggap sebagai zina, 

Sebagian ulama berpendapat bahwa alassan tidak bisa diterima karena hal 

itu dapat mengakibatkan gugurnya hukuman had. Di samping itu suatu 

kewajiban bagi setiap orang untuk mengetahui setiap perbuatan yang 

dilarang oleh syara’. Akan tetapi menurut sebagian ulama lain 

berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu bisa diterima, dengan alasan 

untuk mengetahui hukum diperlukan pemahaman dan kadang itu sulit bagi 

orang yang bukan ahlinya. Menurut pendapat kedua, tidak tahu hukum 

tersebut merupakan syubhat yang dapat menggugurkan hukuman had, 

tetapi tidak terbebas dari hukuman ta’zir.64 

3. Perbandingan Pengaturan Inses dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 

Dalam ketentuan Pasal 284 dikemukakan bahwa konsep perzinaan 

menurut KUHP adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang 

yang sudah terikat dalam suatu perkawinan dan dilakukan dengan orang selain 

dari suami atau isterinya. Dalam hukum pidana positif penjelasan mengenai 

hubungan inses tidak ditemukan dalam KUHP, namun KUHP hanya 

mengatur bahwa terhadap praktek inses dapat dikategorikan dalam dua hal, 

yakni: Pertama, sebagai sebuah perbuatan asusila sebab adanya sebuah 

 
63 Ibid, hlm. 26. 

64 Ibid, hlm. 27. 
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hubungan seksual antara si pelaku dengan si korban, karena adanya 

persetujuan kedua belah pihak dan pelaku sesama orang dewasa. Kedua, 

Sebagai sebuah perbuatan yang asusila sebab adanya sebuah hubungan 

seksual secara paksa dilakukan pelaku dengan si korban yang memiliki relasi 

hubungan di mana korban belum masuk kategori dewasa. 

Hukuman bagi pelaku inses di Indonesia diatur dalam Pasal 294 KUHP 

ayat 1 yang berbunyi:  

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, 

anak angkatnya, anak dibawah pengawasan nya yang belum dewasa, atau 

orang yang belum dewasa dalam pemeliharaannya, pendidikan dan 

penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana paling 

lama tujuh tahun”.  

Akan tetapi dalam pasal ini sasaran dari korban Inses hanya fokus pada 

anak di bawah umur sehingga apabila diperbuat oleh orang yang telah dewasa, 

maka hanya dikenai Pasal 285 atau dikategoikan ke perbuatan seksual biasa 

(perzinaan), kemudian dalam Pasal 294 delik inses hanya dikategorikan 

sebagai pencabulan bukan persetubuhan yang bila dilakukan dengan cara 

perkosaan akan dikenai pasal.65 

Oleh karena itu, dengan melihat rumusan pasal yang ada di dalam KUHP, 

pada hakekatnya KUHP belum ada mengatur bagaimana apabila perbuatan 

tersebut dilakukan oleh orang dewasa, ancaman bentuk unsur-unsur perbuatan 

inses, subyek perbuatan inses, proses aduan inses, serta sanksi hukum pidana 

dan penanganan terhadap korban juga masih belum diatur. 

Islam tentu saja melarang inses, mengingat bagaimana Allah SWT melalui 

Al-Qur’an sudah mengatur dengan lengkap perbuatan-perbuatan yang halal 

dan haram. Inses digambarkan dengan kejadian hubungan seksual antara 

 
65 Unjur Marluga Tambunan, Mar’ie Mahfudz Harahap, Penegakan Hukum bagi Pelaku 

Tindak Pidana Incest Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan 

Hukum Pidana Islam, Tinjauan Hukum UNES, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm 7687. 
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individu yang berhubungan darah. Proses pemindanaan inses atau hubungan 

seksual sedarah dalam hukum Islam, dikategorikan dengan zina dimana 

perbuatan termasuk pada jarimah ḥudud yang mana merupakan hak Allah swt. 

Secara mutlak. Sehingga dalam proses pemidanannya memerlukan sikap 

kehati-hatian dan diperlukan bukti-bukti yang kuat untuk memutuskan 

masalah zina. Setidaknya ada tiga alat bukti untuk membuktikan telah terjadi 

perzinaan, yaitu: saksi, pengakuan, dan qarinah. Dari beberapa alat bukti 

tersebut dapat diketahui bahwa perbutan zina dalam hukum Islam dapat 

dipidanakan ketika minimal salah satu alat bukti itu ada. Sehingga tidak 

diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, asal terpenuhi bukti-bukti 

telah terjadi perzinaan maka hukum berlaku pada pelakunya. Hukum Islam 

juga tidak membatasi hanya pada suami atau isteri yang dirugikan saja yang 

bisa melapor tetapi siapa saja yang mengetahui telah terjadi perzinaan asal 

terpenuhi semua alat bukti. 

Hal ini berbeda dengan KUHP yang menyebutkan bahwa perzinaan 

merupakan delik aduan absolut sehingga ketika tidak ada pengaduan dari 

pihak yang dirugikan, yaitu suami atau isteri pelaku, maka pelaku tidak dapat 

dijerat pasal perzinaan. Selain itu KUHP memberikan izin pada pelapor untuk 

pencabut kembali tuntutannya selama peristiwa tersebut belum mulai 

diperiksa dalam sidang pengadilan, meskipun pada kenyataannya sebelum 

dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengada, apakah ia tetap pada 

pengaduannya itu bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya. Ini berbeda 

dengan hukum Islam yang ketika diketahui telah terjadi perzinaan maka 

hukuman tidak bisa dibatalkan. Karena tindak pidana zina masuk pada 

jarimah hudud yang merupakan mutlak hak Allah SWT dan hukumannya 

telah ditetapkan dalam Alquran.66 

 
66 Ibid, hlm. 7691. 
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Perbedaan mendasar antara hukum Islam ddan hukum positif di Indonesia 

berakar dari cara kedua sistem hukum tersebut mendefinisikan batasan 

hubungan sedarah (incest). Dalam hukum Islam, konsep inses bersandar pada 

batasan mahram yaitu orang-orang yang haram dinikahi baik karena jalur 

kekerabatan/darah (nasab), hubungan persusuan (radha’ah), maupun 

hubungan perkawinan (mushaharah). Sementara itu, dalam hukum positif 

Indoensia cenderung membatasi kedudukan inses pada aspek perlindungan 

usia anak dan ketiadaan persetujuan (consent). 
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BAB TIGA 

ANALISIS PENAFSIRAN INSES DALAM PASAL 35 

QANUN HUKUM JINAYAT 
 

A. Penafsiran Hukum Terhadap Ketentuan Inses 

Penafsiran hukum (rechtsvinding) merupakan suatu proses yang dilakukan 

ketika suatu aturan hukum tertulis belum memberikan makna yang jelas. Dalam 

keadaan seperti ini, penegak hukum maupun peneliti hukum tidak hanya 

membaca isi pasal secara harfiah, tetapi juga perlu memahami maksud dan tujuan 

yang terkandung di dalamnya agar aturan tersebut dapat diterapkan dengan 

tepat.67 

Secara tekstual, Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat dirumuskan sebagai norma 

yang bersifat merujuk (verwijzingsnorm), tidak berdiri sendiri melainkan 

menggandengkan dua unsur norma sekaligus, yaitu norma pokok berupa jarimah 

zina sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1), dan norma pemberat berupa 

adanya hubungan mahram antara pelaku dan korban. Struktur demikian 

menunjukkan bahwa jarimah inses dalam Qanun Hukum Jinayat tidak 

dikonstruksikan sebagai hukum yang berdiri sendiri (zelfstandig delict), 

melainkan sebagai bentuk gequalificeerde atau hukum zina yang diperberat.68 

Inses dalam bahasa Arab juga disebut ghisyan al-maharim, sifah al-qurba atau 

zina al-maharim yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah 

di antara mereka oleh syariah, karena ras kekerabatan.69  

 
67 Slamet Riyadi, Penemuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Suatu Kajian 

Teoretis Dan Normatif Berbasis Studi Kepustakaan, Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan 

Pemikiran Hukum Islam 17, No. 2, (2026), hlm. 76-363. 

68 Fauzah Nur Aksa, T Saifullah, and Al Farabi, The Implementation of Qanun of Jinayat 

in Aceh: A Legal Point of View, Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum 8, No. 1, (2023), hlm. 16-33. 

69 Muhammad Haikal, Hukuman Bagi Pelaku Inses Dalam Qanun Jinayah Aceh 

Perspektif Fiqh Jinayah, Skripsi, (2022,) hlm. 31. 
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Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, inses tidak disebutkan sebagai bentuk 

jarimah yang berdiri sendiri dan dikenal dengan zina mahram yang berarti 

perzinahan yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan sedarah. 

Larangan tentang inses dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa ayat 23 yang 

menegaskan larangan pernikahan dengan orang yang memiliki hubungan darah 

atau mahram. 

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penafsiran terhadap inses dalam 

Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dianalisis 

dengan menggunakan empat metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran 

gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis, dan penafsiran teleologis.  

Keempat metode tersebut digunakan untuk memahami makna Pasal 35 secara 

lebih jelas, 

1. Penafsiran Gramatikal 

Penafsiran gramatikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan 

dengan memahami makna kata atau frasa sebagaimana tertulis dalam suatu 

peraturan perundang-undangan. Metode ini menjadi langkah awal yang harus 

dilakukan sebelum menggunakan metode penafsiran lainnya karena setiap 

norma hukum pada dasarnya disusun melalui bahasa. Oleh sebab itu, untuk 

mengetahui maksud suatu ketentuan, terlebih dahulu harus dipahami arti 

kata-kata yang digunakan dalam rumusan pasal tersebut.70 

Dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum 

Jinayat disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina 

dengan “orang yang berhubungan mahram dengannya” dipidana dengan 

uqubat cambuk paling banyak 100 kali, denda paling banyak 1.000gram emas 

murni, atau penjara paling lama 100 bulan. Dalam Bab Ketentuan Umum 

 
70 Eka Fitri Lestari, Penalaran Hukum Hakim Dalam Menafsirkan Unsur Melawan 

Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, No. 1, (2026), hlm. 85-3775. 
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Qanun Hukum Jinayat ‘mahram’ diartikan sebagai orang yang haram 

dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, 

orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah 

disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan 

ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan 

perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan). 

Secara pemaknaan, istilah inses (incest) tidak dirumuskan secara 

eksplisit dalam Qanun Hukum Jinayat. Namun, substansi perbuatan tersebut 

telah diakomodasi dalam Pasal 35 melalui penggunaan istilah “mahram” 

sebagai dasar pengaturannya. Mahram menurut KBBI adalah orang 

(perempuan, laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat karena 

keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh 

menikah diantaranya. Dalam hukum Islam ada istilah yang disebut dengan 

mahram, secara Bahasa berarti yang haram atau yang haram nikah 

dengannya. Menurut istilah mahram berarti suatu sifat yang menyebabkan 

haramnya pernikahan.71 

Dalam fikih Islam dikenal tiga bentuk hubungan mahram, yaitu mahram 

karena hubungan darah (nasab), mahram karena hubungan perkawinan 

(musaharah), dan mahram karena hubungan persusuan (radha'ah). Oleh 

karena itu, tidak ada alasan untuk menafsirkan bahwa Pasal 35 hanya berlaku 

bagi hubungan mahram karena nasab. Sebaliknya, seluruh bentuk hubungan 

mahram yang diakui dalam fikih termasuk dalam ruang lingkup pasal 

tersebut. 

Penafsiran seperti ini juga sejalan dengan asas bahwa setiap kata dalam 

peraturan perundang-undangan harus diberi makna sesuai dengan pengertian 

 
71 Achmad Yazid Sinulingga, Heri Firmansyah, M. Amar Adly, Analisis Kaidah 

Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi, Jurnal Ilmiah Penelitian 

Mahasiswa, Vol. 2, No. 4, (2024), hlm. 329. 
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yang lazim digunakan, sepanjang pembentuk undang-undang tidak 

memberikan definisi lain. Oleh karena itu, ketika Qanun Hukum Jinayat tidak 

memberikan pengertian khusus mengenai mahram, maka makna yang 

digunakan adalah makna yang telah dikenal dalam hukum Islam. 

Namun demikian, apabila tidak adanya penjelasan mengenai ruang 

lingkup mahram dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. 

Sebagian aparat penegak hukum dapat memahami bahwa mahram hanya 

terbatas pada hubungan darah, sedangkan pihak lain dapat memasukkan 

hubungan perkawinan dan persusuan. Perbedaan pemahaman tersebut tentu 

berpengaruh terhadap penerapan Pasal 35, khususnya dalam menentukan 

apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah inses atau tidak. 

2. Penafsiran Sitematis 

Selain menggunakan penafsiran gramatikal, penelitian ini juga 

menggunakan penafsiran sistematis untuk memahami makna Pasal 35 Qanun 

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penafsiran sistematis 

dilakukan dengan membaca suatu ketentuan hukum sebagai bagian dari 

keseluruhan sistem peraturan yang saling berkaitan. Dengan kata lain, suatu 

pasal tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi harus dilihat hubungannya 

dengan pasal lain dalam peraturan yang sama maupun dengan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya.72 

Apabila memperhatikan susunan Qanun Hukum Jinayat, Pasal 35 tidak 

berdiri sendiri. Pasal tersebut memiliki hubungan yang erat dengan Pasal 33 

ayat (1) yang mengatur mengenai jarimah zina. Dalam Pasal 33 ayat (1) 

dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina 

 
72 Abdi Ridho, Rahmayanti, Analisis Metode Penafsiran Hukum Dalam Penyelesaian 

Masalah: Penggunaan Metode Gramatikal, Sistematis Dan Teleologid, Jurnal Pluralisme Hukum 

Indonesia 2, No. 18, (2026), hlm. 28-35. 
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dikenakan uqubat sebagaimana telah ditentukan dalam qanun. Sementara itu, 

Pasal 35 mengatur mengenai zina yang dilakukan oleh orang-orang yang 

memiliki hubungan mahram. Dari susunan tersebut terlihat bahwa qanun 

terlebih dahulu mengatur ketentuan umum mengenai zina, kemudian 

memberikan pengaturan khusus terhadap zina yang dilakukan dalam 

hubungan mahram. 

Berdasarkan hubungan kedua pasal tersebut, Pasal 35 merupakan 

ketentuan khusus yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai 

jarimah zina dalam Pasal 33 ayat (1). Dengan demikian, suatu perbuatan tidak 

dapat langsung dikategorikan sebagai jarimah inses hanya karena dilakukan 

oleh orang-orang yang memiliki hubungan mahram. Terlebih dahulu harus 

dibuktikan bahwa seluruh unsur jarimah zina telah terpenuhi sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1). Setelah unsur-unsur tersebut terbukti, 

barulah hubungan mahram menjadi unsur yang menyebabkan pelaku 

dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35. 

Hubungan antara kedua pasal tersebut juga menunjukkan bahwa qanun 

memandang tindak pidana inses sebagai bentuk khusus dari jarimah zina. 

Perbedaan antara keduanya bukan terletak pada bentuk perbuatannya, 

melainkan pada hubungan antara pelaku dan korban. Dalam jarimah zina 

biasa, hubungan keluarga antara pelaku dan korban bukan merupakan unsur 

yang harus dibuktikan. Sebaliknya, dalam Pasal 35, adanya hubungan 

mahram menjadi unsur tambahan yang membedakan tindak pidana tersebut 

dari zina pada umumnya. Oleh karena itu, keberadaan hubungan mahram 

menjadi dasar pemberian ancaman pidana yang lebih berat. 

Pengaturan seperti ini menunjukkan adanya penerapan asas lex specialis 

derogat legi generali, yaitu ketentuan yang bersifat khusus 

mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Dalam konteks Qanun 

Hukum Jinayat, Pasal 33 ayat (1) merupakan aturan yang mengatur zina 
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secara umum, sedangkan Pasal 35 merupakan aturan yang mengatur keadaan 

tertentu, yaitu ketika zina dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai 

hubungan mahram. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan memenuhi unsur 

Pasal 35, maka ketentuan yang digunakan adalah Pasal 35 sebagai aturan 

yang lebih khusus. 

Jika dilihat dari keseluruhan sistem pengaturan dalam Qanun Hukum 

Jinayat, qanun tampaknya memberikan perhatian khusus terhadap 

perlindungan terhadap keluarga. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan 

tersendiri mengenai hubungan mahram yang tidak ditemukan dalam 

ketentuan mengenai zina pada umumnya. Pengaturan tersebut menunjukkan 

bahwa pelanggaran terhadap hubungan keluarga dipandang memiliki akibat 

yang lebih serius karena tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga 

merusak hubungan kekeluargaan yang seharusnya dijaga. Oleh karena itu, 

ancaman pidana yang diberikan juga dibuat lebih berat dibandingkan dengan 

ketentuan zina biasa. 

3. Penafsiran Historis 

Penelitian ini juga menggunakan penafsiran historis untuk memahami 

makna Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. 

Penafsiran historis dilakukan dengan menelusuri latar belakang 

pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, baik dari segi sejarah 

lahirnya aturan tersebut maupun tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk 

peraturan. Melalui penafsiran ini dapat diketahui alasan mengapa suatu 

norma dibentuk serta kondisi sosial, politik, dan hukum yang 

melatarbelakanginya.73 Dengan demikian, suatu ketentuan tidak hanya 

 
73 Aksa, Saifullah, and Farabi, “The Implementation of Qanun of Jinayat in Aceh: A 

Legal Point of View.” 
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dipahami berdasarkan bunyi pasalnya, tetapi juga berdasarkan maksud yang 

hendak diwujudkan ketika aturan tersebut disusun. 

Dalam Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat, penafsiran historis menjadi 

penting karena pengaturan mengenai hubungan mahram tidak dapat 

dilepaskan dari sejarah penerapan syariat Islam di Aceh. Berbeda dengan 

daerah lain di Indonesia yang menggunakan ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pengaturan tindak pidana 

kesusilaan, Aceh memiliki kewenangan khusus untuk membentuk qanun 

sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam.74 Oleh karena itu, untuk 

memahami alasan dimasukkannya ketentuan mengenai hubungan mahram 

dalam Pasal 35, perlu dilihat sejarah perkembangan kewenangan tersebut. 

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, pelaksanaan syariat Islam di 

Aceh bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Dasar hukumnya 

berkembang secara bertahap melalui beberapa peraturan perundang-

undangan. Langkah awal dimulai dengan berlakunya Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi 

Daerah Istimewa Aceh yang memberikan pengakuan terhadap pelaksanaan 

syariat Islam sebagai salah satu bentuk kekhususan Aceh.75 Selanjutnya, 

kewenangan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

yang memberikan ruang lebih luas bagi Pemerintah Aceh untuk membentuk 

qanun sebagai peraturan daerah yang berlandaskan syariat Islam.76 

 
74 Adam Juliandika and Fazzan, The Implementation of Islamic Sharia in the 

Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh : A Legal Analysis and Social Impact, Jurnal Hukum 

Keluarga Dan Hukum Islam 1, No. 2, (2024), hlm. 61-148. 

75  Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 

76 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus 

Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroes Aceh Darusssalam. 
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Perkembangan tersebut kemudian mencapai bentuk yang lebih jelas 

setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh sebagai tindak lanjut dari Memorandum of 

Understanding (MoU) Helsinki tahun 200577. Melalui undang-undang ini, 

Aceh memperoleh kewenangan yang lebih tegas dalam mengatur 

pelaksanaan syariat Islam, termasuk dalam bidang hukum pidana. 

Berdasarkan kewenangan tersebut kemudian dibentuk Qanun Aceh Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai dasar pengaturan berbagai 

jenis jarimah, salah satunya adalah jarimah yang dilakukan oleh orang-orang 

yang memiliki hubungan mahram. 

Apabila melihat sejarah pembentukannya, keberadaan Pasal 35 bukan 

semata-mata dimaksudkan untuk menambah jenis tindak pidana baru, 

melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai yang dijunjung 

dalam hukum Islam. Dalam ajaran Islam, hubungan mahram memiliki 

kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan kehormatan 

keluarga, keturunan, dan batasan hubungan yang telah ditetapkan oleh 

syariat. Oleh sebab itu, ketika terjadi hubungan seksual di antara orang-orang 

yang memiliki hubungan mahram, perbuatan tersebut dipandang tidak hanya 

melanggar larangan zina, tetapi juga merusak tatanan keluarga yang menjadi 

dasar kehidupan masyarakat. 

Latar belakang inilah yang menjelaskan mengapa qanun memberikan 

ancaman pidana yang lebih berat terhadap pelaku inses dibandingkan dengan 

pelaku zina pada umumnya. Pemberatan tersebut bukan hanya didasarkan 

pada perbuatannya, tetapi juga pada hubungan antara pelaku dan korban 

yang seharusnya dilindungi oleh hukum dan agama. Dengan kata lain, 

sejarah pembentukan Pasal 35 menunjukkan bahwa tujuan utama pembentuk 

 
77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan 

Aceh. 
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qanun adalah menjaga keutuhan keluarga serta mencegah terjadinya 

penyalahgunaan hubungan kekeluargaan yang dapat menimbulkan dampak 

yang luas bagi korban maupun masyarakat. 

Penafsiran historis juga menunjukkan bahwa penggunaan istilah 

“hubungan mahram” dalam Pasal 35 bukan merupakan pilihan kata yang 

tanpa alasan. Istilah tersebut dipilih karena telah dikenal dalam hukum Islam 

jauh sebelum Qanun Hukum Jinayat dibentuk. Apabila dikaitkan dengan 

sejarah pembentukan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai inses 

dalam Qanun Hukum Jinayat juga menunjukkan adanya perbedaan 

pendekatan dengan KUHP. Dalam KUHP, hubungan keluarga bukan 

merupakan unsur utama yang menentukan adanya tindak pidana inses 

sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh. Sebaliknya, Pasal 35 secara tegas 

menjadikan hubungan mahram sebagai unsur yang membedakan jarimah 

inses dari jarimah zina biasa. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa qanun 

berusaha memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum 

pidana yang berlaku di Aceh sesuai dengan kewenangan khusus yang 

dimilikinya. 

Penafsiran historis memberikan pemahaman bahwa pembentukan Pasal 

35 merupakan bagian dari upaya pembentuk qanun untuk mewujudkan 

tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga 

kehormatan keluarga. Tujuan tersebut menjadi dasar mengapa hubungan 

mahram diperlakukan berbeda dengan hubungan di luar mahram. 

4. Penafsiran Teleologis 

Terakhir, penafsiran teleologis untuk memahami makna Pasal 35 

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penafsiran 

teleologis merupakan metode penafsiran yang berfokus pada tujuan 

dibentuknya suatu aturan hukum. Dengan metode ini, suatu ketentuan tidak 
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hanya dipahami berdasarkan bunyi pasal atau sejarah pembentukannya, 

tetapi juga dilihat dari tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk peraturan. 

Oleh karena itu, penafsiran teleologis bertujuan agar suatu norma dapat 

diterapkan sesuai dengan fungsi dan tujuan pembentukannya sehingga 

mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.78 

Dalam Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat, tujuan utama pengaturan 

mengenai jarimah inses adalah memberikan perlindungan yang lebih besar 

terhadap anggota keluarga dari perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. 

Hubungan seksual yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki 

hubungan mahram bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap 

larangan zina, tetapi juga sebagai perbuatan yang merusak kehormatan 

keluarga, mengganggu hubungan kekeluargaan, serta berpotensi 

menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan bagi 

korban. Oleh karena itu, qanun memberikan ancaman pidana yang lebih 

berat dibandingkan dengan jarimah zina pada umumnya. 

Tujuan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam 

hukum Islam, yaitu menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga kehormatan 

(hifz al-'ird), dan menjaga keberlangsungan keluarga sebagai unit terkecil 

dalam kehidupan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pertama 

yang seharusnya memberikan rasa aman bagi setiap anggotanya. Ketika 

tindak pidana justru dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan 

mahram, tingkat pelanggaran yang terjadi menjadi lebih berat karena pelaku 

telah menyalahgunakan hubungan kepercayaan yang seharusnya dijaga79. 

 
78 Sarip Hidayat, dkk, Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Inses Dalam Qanun 

Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Jurnal Kajian Hukum Islam 8, No. 1, (2023), 

hlm. 33-35. 

79 Alfi Munawar Djoharuddin, Teori Efek Jera Dalam Penerapan Sanksi Qanun Jinayat 

Terhadap Jarimah Perzinahan Di Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Hukum Pidana Islam, 

Journal of Islamic Law and Sharia Economics 1, No. 2, (2025), hlm. 14-104. 
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Oleh sebab itu, pemberatan pidana dalam Pasal 35 dapat dipahami sebagai 

bentuk perlindungan terhadap keluarga sekaligus sebagai upaya mencegah 

terulangnya perbuatan serupa. 

Penafsiran teleologis terhadap Pasal 35 juga tidak dapat dipisahkan dari 

kondisi sosial yang melatarbelakangi penelitian ini. Sebagaimana telah 

dijelaskan pada Bab I, kasus inses masih menjadi persoalan yang terus 

terjadi di Indonesia, termasuk di Aceh. Data Komnas Perempuan 

menunjukkan bahwa selama periode 2019-2023 terdapat 1.765 kasus 

hubungan sedarah yang dilaporkan. Sementara itu, data Lembaga 

Perlindungan Anak Aceh mencatat sedikitnya 34 kasus kekerasan seksual 

yang dilakukan oleh anggota keluarga inti pada kurun waktu 2022-2023. 

Meskipun angka tersebut berasal dari kasus yang dilaporkan, data tersebut 

menunjukkan bahwa tindak pidana inses masih menjadi persoalan nyata 

yang memerlukan perhatian serius dari negara maupun aparat penegak 

hukum. 

Tingginya angka kasus tersebut menunjukkan bahwa tujuan 

pembentukan Pasal 35 tidak hanya sebatas memberikan hukuman kepada 

pelaku, tetapi juga menciptakan perlindungan hukum yang mampu 

mencegah terjadinya tindak pidana inses di lingkungan keluarga. Dengan 

demikian, ketentuan dalam Pasal 35 harus ditafsirkan sedemikian rupa 

sehingga mampu memberikan perlindungan secara maksimal kepada 

korban. Penafsiran yang terlalu sempit justru berpotensi mengurangi 

perlindungan yang ingin diberikan oleh qanun. 

B. Kejelasan Unsur-Unsur Hukum dalam Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Hukum Jinayat 

Setelah dilakukan penafsiran secara gramatikal, sistematis, historis, dan 

teleologis terhadap Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum 
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Jinayat, tahapan berikutnya adalah menganalisis kejelasan unsur-unsur hukum 

yang terkandung dalam pasal tersebut. Analisis ini diperlukan karena suatu 

ketentuan pidana tidak hanya ditentukan oleh adanya larangan dan ancaman 

pidana, tetapi juga harus memiliki rumusan unsur-unsur yang jelas agar dapat 

diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Rumusan yang jelas akan 

memberikan kepastian hukum, sedangkan rumusan yang masih menimbulkan 

berbagai penafsiran dapat menyebabkan perbedaan penerapan terhadap perkara 

yang memiliki karakteristik yang sama. 

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan tiga unsur jarimah, 

yaitu unsur formal (al-rukn al-syar’i), unsur material (al-rukn al-madi), dan unsur 

moral (al-rukn al-adabi). Ketiga unsur tersebut merupakan syarat yang harus 

dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah dan pelakunya 

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam. Oleh karena 

itu, teori ini digunakan untuk menilai apakah Pasal 35 telah dirumuskan secara 

jelas dan mampu memberikan kepastian hukum dalam penerapannya. 

1. Analisis Unsur Formal (Ar-Rukn Al-Syar’i) 

Unsur formal (al-rukn al-syar’i) merupakan unsur yang menunjukkan 

adanya dasar hukum yang melarang suatu perbuatan sekaligus menentukan 

sanksi bagi pelanggarnya. Dalam hukum pidana Islam, seseorang tidak dapat 

dipidana apabila tidak terdapat nash atau ketentuan hukum yang mengatur 

perbuatan tersebut. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas yang dikenal 

dalam hukum pidana modern, yaitu tidak ada tindak pidana dan tidak ada 

pidana tanpa adanya aturan hukum yang lebih dahulu mengaturnya. 

Apabila dikaitkan dengan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Hukum Jinayat, unsur formal dalam Pasal 35 telah terpenuhi dengan 

baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan yang secara tegas melarang 

hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan mahram serta 



48 

 

 

 

menentukan ancaman uqubat yang lebih berat dibandingkan dengan jarimah 

zina biasa. Selain mengatur larangan, Pasal 35 juga memberikan dasar hukum 

mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku melalui 

pengaturan mengenai uqubat hudud dan uqubat ta’zir. 

Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa qanun telah 

memberikan dasar hukum yang cukup bagi aparat penegak hukum untuk 

memproses perkara inses. Dengan demikian, apabila ditinjau dari aspek 

legalitas, tidak terdapat keraguan mengenai keberadaan larangan maupun 

sanksi terhadap pelaku jarimah inses. Seseorang hanya dapat dikenakan Pasal 

35 apabila seluruh unsur yang ditentukan dalam qanun telah terpenuhi. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 35 tidak berdiri 

sendiri, melainkan memiliki hubungan yang erat dengan Pasal 33 ayat (1) 

mengenai jarimah zina. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa qanun 

membedakan antara zina sebagai ketentuan umum dengan inses sebagai 

bentuk khusus yang memiliki unsur pemberat berupa adanya hubungan 

mahram antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, secara sistem hukum, 

keberadaan Pasal 35 telah memiliki dasar normatif yang jelas. 

Kejelasan unsur formal tersebut menunjukkan bahwa qanun telah berhasil 

mewujudkan salah satu tujuan utama hukum pidana Islam, yaitu memberikan 

kepastian mengenai perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang dapat 

dijatuhkan kepada pelanggarnya. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, 

aparat penegak hukum memiliki landasan yang kuat dalam melakukan 

penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara di Mahkamah 

Syar'iyah. Dengan demikian, unsur formal, Pasal 35 telah memenuhi syarat 

sebagai norma pidana karena memuat larangan dan ancaman sanksi yang 

jelas. 
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2. Analisis Unsur Material (Ar-Rukn Al-Madi) 

Apabila dibandingkan dengan unsur formal yang telah dibahas 

sebelumnya, unsur material (al-rukn al-madi) merupakan bagian yang paling 

penting sekaligus menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Unsur material 

berkaitan dengan perbuatan yang dilarang beserta seluruh unsur yang harus 

dibuktikan agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan suatu jarimah. 

Dengan kata lain, unsur material menentukan apakah suatu perbuatan benar-

benar memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.80 

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, unsur material dalam hukum 

pidana Islam merupakan perwujudan nyata dari suatu perbuatan yang dilarang 

syariat. Unsur ini tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan oleh pelaku, 

tetapi juga meliputi keadaan atau kondisi tertentu yang menjadi syarat agar 

perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah. Oleh karena itu, 

rumusan unsur material harus disusun secara jelas agar tidak menimbulkan 

perbedaan penafsiran dalam penerapannya. 

Dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, unsur material pada 

dasarnya terdiri atas dua bagian. Pertama, adanya perbuatan persetubuhan 

yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai jarimah 

zina. Kedua, adanya hubungan mahram antara pelaku dan korban yang 

menjadi unsur pembeda antara jarimah inses dengan jarimah zina biasa. Unsur 

pertama telah memiliki dasar pengaturan yang jelas melalui Pasal 33 ayat (1) 

Qanun Hukum Jinayat. Unsur kedua, yaitu frasa “orang yang berhubungan 

mahram dengannya”, berdasarkan fikih Islam sebagaimana telah diuraikan 

pada Bab II, hubungan mahram terdiri atas tiga bentuk, yaitu mahram karena 

 
80 Putri Nurasiah, Saksi Hukum Terhadap Kesaksian Palsu Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Positif, Universitas Riau, (2020). 
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hubungan darah (nasab), mahram karena hubungan perkawinan (musaharah), 

dan mahram karena hubungan persusuan (radha’ah). Ketiga bentuk hubungan 

tersebut sama-sama menimbulkan larangan untuk melakukan perkawinan 

sehingga secara konseptual memiliki kedudukan yang sama dalam hukum 

Islam. 

Dalam hukum pidana, kejelasan unsur tindak pidana merupakan syarat 

penting untuk menjamin adanya kepastian hukum. Apabila suatu unsur masih 

dapat ditafsirkan secara berbeda, maka penerapan hukumnya juga berpotensi 

berbeda. Persoalan pertama yang ditemukan penulis berkaitan dengan 

mahram karena hubungan darah (nasab). Dalam praktik, hubungan mahram 

karena nasab relatif mudah dipahami karena telah dikenal luas oleh 

masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hubungan antara ayah dan anak, 

ibu dan anak, saudara kandung, paman dengan keponakan, maupun kakek 

dengan cucu termasuk kategori mahram yang secara tegas disebutkan dalam 

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23. Selain itu, hubungan tersebut pada 

umumnya juga dapat dibuktikan melalui dokumen kependudukan, akta 

kelahiran, kartu keluarga, maupun silsilah keluarga. Oleh karena itu, apabila 

tindak pidana inses terjadi dalam hubungan darah, pembuktian mengenai 

status mahram relatif tidak menimbulkan kesulitan yang berarti. 

Berbeda dengan hubungan nasab, persoalan kedua muncul pada mahram 

karena hubungan perkawinan (musaharah). Dalam hukum Islam, hubungan 

mahram tidak hanya lahir karena pertalian darah, tetapi juga dapat timbul 

akibat adanya perkawinan yang sah. Misalnya hubungan antara ayah tiri 

dengan anak tiri, ibu tiri dengan anak tiri, mertua dengan menantu, maupun 

hubungan lainnya yang secara syariat termasuk mahram. 

Persoalan ketiga berkaitan dengan mahram karena hubungan persusuan 

(radha’ah). Hubungan persusuan juga menimbulkan akibat hukum berupa 

larangan perkawinan. Dengan demikian, secara konseptual hubungan tersebut 
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memiliki kedudukan yang sama dengan hubungan mahram karena nasab 

maupun musaharah. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan pembuktian dalam 

hukum pidana, hubungan persusuan memiliki karakteristik yang berbeda. 

Hubungan persusuan umumnya tidak tercatat dalam administrasi 

kependudukan sebagaimana hubungan darah atau perkawinan. 

Pembuktiannya lebih banyak bergantung pada keterangan saksi maupun bukti 

lain yang menunjukkan adanya hubungan persusuan sesuai dengan ketentuan 

fikih. Kondisi tersebut tentu dapat menimbulkan kesulitan tersendiri bagi 

penyidik maupun hakim apabila harus membuktikan bahwa pelaku dan 

korban benar-benar memiliki hubungan mahram karena persusuan. Namun 

demikian, kesulitan pembuktian tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk 

mengecualikan hubungan persusuan dari ruang lingkup Pasal 35. Selama 

hubungan tersebut diakui sebagai mahram menurut hukum Islam, maka secara 

normatif hubungan tersebut seharusnya tetap termasuk dalam cakupan pasal. 

Penentuan ruang lingkup mahram tidak cukup didasarkan pada 

pemahaman sosial masyarakat, tetapi harus merujuk pada ketentuan hukum 

Islam yang menjadi dasar pembentukan Qanun Hukum Jinayat. Dengan 

demikian, aparat penegak hukum memerlukan pedoman yang jelas agar tidak 

terjadi perbedaan penafsiran ketika menangani perkara yang memiliki 

karakteristik serupa. 

3. Analisis Unsur Moral (Ar-Rukn Al-Adabi) 

Selain unsur formal dan unsur material, suatu perbuatan baru dapat 

dikategorikan sebagai jarimah apabila memenuhi unsur moral (al-rukn al-

adabi). Unsur moral berkaitan dengan keadaan pelaku sebagai subjek hukum 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. 

Dengan demikian, unsur moral tidak hanya melihat adanya perbuatan yang 

dilarang, tetapi juga menilai apakah pelaku memiliki kemampuan untuk 
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bertanggung jawab dan melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran serta 

kehendaknya sendiri. 

Dalam hukum pidana Islam, seseorang hanya dapat dimintai 

pertanggungjawaban apabila telah memenuhi syarat sebagai mukallaf, yaitu 

telah baligh, berakal, dan mampu memahami akibat dari perbuatannya. 

Apabila seseorang belum memenuhi syarat tersebut atau melakukan perbuatan 

dalam keadaan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, maka 

pertanggungjawaban pidananya dapat berbeda sesuai dengan ketentuan 

syariat.81 Oleh karena itu, unsur moral memiliki kedudukan yang penting 

karena berkaitan langsung dengan penjatuhan hukuman terhadap pelaku. 

Apabila dikaitkan dengan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Hukum Jinayat, unsur moral pada dasarnya telah tercermin secara 

tidak langsung melalui ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban 

pidana dalam hukum jinayat. Namun demikian, berbeda dengan unsur formal 

yang telah dirumuskan secara jelas, Pasal 35 tidak memberikan pengaturan 

yang lebih rinci mengenai bagaimana unsur kesalahan pelaku harus dinilai 

dalam perkara inses, terutama apabila dikaitkan dengan adanya hubungan 

mahram sebagai unsur khusus yang membedakan jarimah ini dengan jarimah 

zina. Terdapat dua aspek penting yang perlu dianalisis dalam unsur moral 

Pasal 35. Pertama, mengenai kesengajaan pelaku dalam melakukan hubungan 

seksual yang dilarang. Kedua, mengenai pengetahuan pelaku terhadap status 

hubungan mahram yang dimilikinya dengan korban. 

Aspek pertama berkaitan dengan adanya kehendak atau niat dari pelaku 

untuk melakukan hubungan seksual yang dilarang. Dalam praktiknya, 

hubungan seksual yang menjadi objek Pasal 35 pada umumnya dilakukan 

secara sadar sehingga unsur kesengajaan relatif lebih mudah dibuktikan 

 
81 Ibid, hlm. 20-25. 
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dibandingkan dengan unsur lainnya. Apabila pelaku dengan sengaja 

melakukan persetubuhan dengan orang yang diketahuinya memiliki hubungan 

mahram, maka unsur moral pada dasarnya telah terpenuhi. 

Namun demikian, persoalan menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan 

dengan aspek kedua, yaitu pengetahuan pelaku mengenai status hubungan 

mahram. Dalam hukum Islam dikenal adanya konsep syubhat, yaitu keadaan 

yang menimbulkan keraguan terhadap terpenuhinya suatu unsur dalam tindak 

pidana. Adanya syubhat dapat memengaruhi penerapan hukuman, terutama 

terhadap jarimah yang berkaitan dengan uqubat hudud. Oleh karena itu, 

keberadaan syubhat tidak dapat diabaikan dalam menganalisis Pasal 35. 

Kemungkinan adanya syubhat dapat muncul apabila pelaku tidak 

mengetahui bahwa dirinya memiliki hubungan mahram dengan korban. 

Kondisi tersebut dapat terjadi, misalnya, pada hubungan mahram karena 

persusuan (radha’ah) yang tidak terdokumentasi dengan baik, atau pada 

hubungan keluarga yang baru diketahui setelah adanya pengakuan atau bukti 

tertentu. Dalam keadaan demikian, hakim harus menilai apakah ketidaktahuan 

tersebut benar-benar terjadi atau hanya dijadikan alasan untuk menghindari 

pertanggungjawaban pidana. 

Persoalan lainnya dapat muncul pada hubungan mahram karena 

perkawinan (musaharah). Dalam praktik kehidupan masyarakat, tidak semua 

orang memiliki pemahaman yang sama mengenai siapa saja yang termasuk 

mahram karena perkawinan. Misalnya, masih terdapat anggapan bahwa 

hubungan antara ayah tiri dan anak tiri hanya merupakan hubungan sosial 

biasa, padahal menurut hukum Islam hubungan tersebut termasuk mahram. 

Apabila pelaku beralasan tidak memahami status hukum tersebut, maka 

diperlukan penilaian yang cermat dari hakim mengenai ada atau tidaknya 

unsur kesalahan dalam diri pelaku. Berdasarkan hasil analisis tersebut, 

bahwasannya tidak adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai unsur moral 
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dalam Pasal 35 menyebabkan penilaiannya sangat bergantung pada 

kemampuan hakim dalam menafsirkan ketentuan hukum Islam. Akan tetapi, 

di sisi lain, keadaan tersebut juga dapat menimbulkan perbedaan penerapan 

hukum apabila tidak terdapat pedoman yang sama mengenai bagaimana unsur 

kesengajaan dan syubhat harus dinilai. 

Temuan ini juga berkaitan dengan hasil penafsiran historis dan teleologis 

yang telah dibahas sebelumnya. Dari penafsiran historis diketahui bahwa 

pembentukan Pasal 35 bertujuan memberikan perlindungan yang lebih besar 

terhadap keluarga sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh. 

Sementara itu, penafsiran teleologis menunjukkan bahwa tujuan utama 

pemberatan hukuman terhadap pelaku inses adalah menjaga kehormatan 

keluarga serta memberikan perlindungan kepada korban. Oleh karena itu, 

tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila unsur moral diterapkan secara 

tepat, sehingga hukuman benar-benar dijatuhkan kepada pelaku yang secara 

sadar dan sengaja melakukan hubungan seksual dengan orang yang memiliki 

hubungan mahram. 

Terpenuhinya unsur formal dan unsur material belum secara otomatis 

menyebabkan seseorang dapat dijatuhi hukuman apabila unsur moralnya 

belum terbukti. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut harus dipenuhi secara 

bersamaan agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara adil. Hal ini 

menunjukkan bahwa teori tiga unsur jarimah masih memiliki relevansi yang 

kuat dalam menganalisis ketentuan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014. 

Berdasarkan seluruh uraian di atas, unsur moral dalam Pasal 35 pada 

dasarnya telah memenuhi prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum 

Islam karena hanya ditujukan kepada pelaku yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas perbuatannya. Akan tetapi, tidak adanya pengaturan 

yang lebih rinci mengenai penilaian terhadap unsur kesengajaan maupun 
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kemungkinan adanya syubhat menyebabkan penerapan Pasal 35 masih sangat 

bergantung pada penafsiran hakim. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan 

perbedaan dalam penerapan hukum apabila tidak disertai pedoman yang lebih 

jelas mengenai pembuktian unsur moral dalam perkara jarimah inses. 

Oleh sebab itu, diperlukan adanya pedoman penerapan atau penafsiran 

yang seragam agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih konsisten 

dan tetap memberikan perlindungan hukum bagi korban tanpa mengabaikan 

hak-hak pelaku sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam. 

C. Implikasi Penafsiran Inses dalam Penegakan Hukum 

Berdasarkan hasil penafsiran dan melihat kejelasan unsur-unsur hukum, 

Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak hanya 

berpengaruh terhadap pemahaman norma hukum, tetapi juga memberikan 

dampak langsung terhadap proses penegakan hukum dalam perkara jarimah inses 

di Aceh. Hal tersebut disebabkan karena penafsiran merupakan dasar bagi aparat 

penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi seluruh 

unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 35. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi persoalan utama bukan terletak pada 

adanya larangan melakukan hubungan seksual dengan orang yang memiliki 

hubungan mahram dalam Pasal 35, melainkan pada penjelasan terhadap ruang 

lingkup hubungan mahram yang dimaksud dalam pasal tersebut. Dalam hal ini, 

menunjukkan keberhasilan penerapan Pasal 35 sangat bergantung pada kesamaan 

pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep mahram dalam hukum Islam. 

Apabila penafsiran terhadap hubungan mahram dalam Pasal 35 tidak sejalan, 

maka kondisi tersebut menimbulkan beberapa implikasi terhadap penegakan 

hukum, baik dari aspek kepastian hukum, proses pembuktian, perlindungan 

korban, maupun pencapaian tujuan pemidanaan. 
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1. Implikasi terhadap Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam pembentukan 

suatu perundang-undangan. Norma hukum yang dirumuskan secara jelas akan 

memberikan pedoman yang sama bagi aparat penegak hukum dalam 

menerapkan suatu ketentuan. Sebaliknya, apabila rumusan norma masih 

membuka ruang penafsiran yang luas, maka kemungkinan terjadinya 

perbedaan penerapan hukum akan semakin besar. 

Apabila penjelasan terhadap frasa “orang yang berhubungan mahram 

dengannya” merupakan bagian yang masih kurang jelas maka dapat berakibat, 

pada kemungkinan bahwa penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim 

Mahkamah Syar'iyah memiliki pemahaman yang berbeda ketika menangani 

perkara yang memiliki karakteristik yang sama. 

Sebagai contoh, apabila terjadi hubungan seksual antara ayah tiri dengan 

anak tiri, sebagian aparat penegak hukum dapat menafsirkan hubungan 

tersebut sebagai hubungan mahram sehingga perkara diproses berdasarkan 

Pasal 35. Namun, aparat penegak hukum yang lain dapat berpendapat bahwa 

hubungan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal apabila hanya 

memahami mahram sebagai hubungan darah. Perbedaan penafsiran tersebut 

tentu dapat menimbulkan perbedaan penerapan hukum terhadap perkara yang 

pada dasarnya memiliki substansi yang sama. 

Menurut penulis, kondisi demikian tidak sejalan dengan prinsip kepastian 

hukum karena setiap orang seharusnya memperoleh perlakuan hukum yang 

sama terhadap keadaan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

penafsiran yang seragam ataupun penjelasan resmi mengenai ruang lingkup 

hubungan mahram agar tidak terjadi perbedaan penerapan hukum dalam 

praktik. 
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2. Implikasi terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian 

Selain memengaruhi kepastian hukum, hasil penafsiran terhadap Pasal 35 

juga berimplikasi terhadap proses penyidikan dan pembuktian dalam perkara 

jarimah inses. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, setiap tindak pidana 

harus dibuktikan berdasarkan unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam 

peraturan perundang-undangan. Dalam perkara inses, penyidik tidak hanya 

harus membuktikan telah terjadinya persetubuhan sebagaimana unsur jarimah 

zina, tetapi juga harus membuktikan adanya hubungan mahram antara pelaku 

dan korban. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara inses menjadi lebih 

kompleks dibandingkan pembuktian jarimah zina biasa. 

Apabila hubungan mahram yang dimaksud merupakan hubungan darah 

(nasab), pembuktiannya relatif lebih mudah karena dapat didukung oleh 

dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, maupun 

dokumen administrasi lainnya. Akan tetapi, kondisi tersebut berbeda apabila 

hubungan mahram berasal dari hubungan perkawinan (musaharah) ataupun 

hubungan persusuan (radha'ah). 

Hubungan mahram karena perkawinan pada umumnya masih dapat 

dibuktikan melalui akta nikah maupun dokumen perkawinan. Namun, 

hubungan persusuan sering kali tidak memiliki bukti administrasi yang kuat 

sehingga pembuktiannya lebih bergantung pada keterangan saksi atau alat 

bukti lain yang dapat meyakinkan hakim. Keadaan tersebut tentu memberikan 

tantangan tersendiri bagi penyidik maupun penuntut umum dalam 

membuktikan terpenuhinya unsur hubungan mahram sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35. 

Apabila ruang lingkup hubungan mahram tidak dipahami secara seragam, 

maka proses penyidikan juga akan mengalami perbedaan. Penyidik mungkin 

saja menghentikan penyidikan karena beranggapan bahwa hubungan tersebut 
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tidak termasuk mahram, sementara penyidik lain dapat berpendapat 

sebaliknya. Oleh karena itu, kejelasan norma menjadi faktor yang sangat 

penting dalam mendukung efektivitas proses pembuktian. 

3. Implikasi terhadap Perlindungan Korban 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penafsiran terhadap Pasal 35 

memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hukum bagi korban tindak 

pidana inses. Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, 

sebagian besar korban inses berada dalam hubungan yang tidak seimbang 

dengan pelaku. Pelaku umumnya merupakan orang yang memiliki kedudukan 

lebih tinggi dalam keluarga, seperti ayah, paman, kakek, ayah tiri, maupun 

anggota keluarga lainnya. Hubungan tersebut menyebabkan korban sering 

mengalami tekanan, ketakutan, atau ketergantungan sehingga tidak mampu 

menolak ataupun melaporkan perbuatan yang dialaminya. 

Apabila penafsiran terhadap hubungan mahram dilakukan secara sempit, 

maka terdapat kemungkinan bahwa korban yang sebenarnya berada dalam 

hubungan mahram menurut hukum Islam tidak memperoleh perlindungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. Sebaliknya, apabila hubungan 

mahram dipahami sesuai dengan konsep yang dikenal dalam fikih Islam, maka 

perlindungan hukum terhadap korban akan menjadi lebih luas. 

4. Implikasi terhadap Pencapaian Tujuan Pemidanaan 

Implikasi berikutnya berkaitan dengan pencapaian tujuan pemidanaan 

dalam Qanun Hukum Jinayat. Pemberatan sanksi terhadap pelaku inses 

bertujuan menjaga kehormatan keluarga, melindungi keturunan, memberikan 

efek pencegahan, serta mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan 

masyarakat. 

Tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila Pasal 35 diterapkan secara 

konsisten terhadap seluruh bentuk hubungan mahram yang diakui dalam 
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hukum Islam. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan penafsiran mengenai 

siapa yang termasuk dalam kategori mahram, maka tujuan pemberian sanksi 

yang lebih berat akan sulit diwujudkan secara optimal. Perbedaan tersebut 

dapat menimbulkan ketidakseragaman putusan, mengurangi kepastian 

hukum, bahkan berpotensi menimbulkan anggapan bahwa perlindungan 

hukum hanya diberikan kepada korban tertentu. 

Perbandingan penafsiran hukum terhadap ketentuan inses dalam sistem 

hukum menunjukkan adanya perbedaan paradigma yang cukup mendasar. Hukum 

pidana positif nasional cenderung menafsirkan inses melalui pendekatan 

perlindungan anak dan syarat persetujuan (consent), sehingga fokus norma tertuju 

pada relasi kuasa dan usia korban. Sebaliknya, Qanun Jinayat menafsirkan inses 

melalui pendekatan status kemahraman yang bersifat permanen, sehingga norma 

tersebut berlaku terlepas dari faktor usia maupun ada tidaknya persetujuan di 

antara pelaku.82 

Meskipun berbeda paradigma, kedua sistem hukum tersebut secara sistematis 

dapat disandingkan melalui asas lex specialis derogat legi generali, yang 

menempatkan Qanun Jinayat sebagai hukum yang bersifat khusus (lex specialis) 

terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk wilayah hukum Provinsi 

Aceh, sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh.83 Kedudukan qanun sebagai peraturan daerah yang 

materi muatannya mengadili perkara pidana yang lazimnya menjadi kewenangan 

pemerintah pusat menjadikan penafsiran hukum atas ketentuan inses di Aceh 

bersifat unik dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia yang menganut 

prinsip unifikasi (penyatuan) hukum pidana. 

 

82 Nasution, Z. Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Qanun Jinayat, 

RechtsVinding, Vol. 9, No. 1, (2020), hlm. 101-115. 

83 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2020), hlm. 234. 
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Dari perspektif pembaharuan hukum pidana nasional, kriminalisasi inses di 

luar Aceh masih bertumpu pada ketentuan umum persetubuhan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana dan sejumlah undang-undang khusus 

perlindungan anak, tanpa rumusan delik inses yang berdiri sendiri, sehingga 

kedudukan Pasal 35 Qanun Jinayat sesungguhnya lebih progresif dibandingkan 

pengaturan nasional karena secara eksplisit mengangkat relasi Mahram sebagai 

unsur pemberat.84 Namun demikian, kekhususan ini juga membuat penerapan 

Pasal 35 sangat bergantung pada kesamaan pemahaman antara penyidik, jaksa, 

dan hakim mengenai batas mahram, karena kekeliruan penafsiran pada tahap 

penyidikan dapat berakibat pada tidak terpenuhinya unsur pemberatan meskipun 

unsur zina pokok telah terbukti. 

Kajian atas penerapan ketentuan zina di Aceh turut menegaskan bahwa 

hambatan penegakan hukum tidak hanya bersumber dari perbedaan penafsiran, 

tetapi juga dari sistem pembuktian Hukum Acara Jinayat, seperti syarat empat 

orang saksi atau pengakuan pelaku, yang pada kasus inses cenderung lebih sulit 

dipenuhi mengingat relasi kekerabatan pelaku umumnya berlangsung di ranah 

domestik yang tertutup dari pengamatan pihak ketiga.85 Implikasinya, tujuan 

pemberatan hukuman yang hendak dicapai Pasal 35 berpotensi tidak tercapai 

secara efektif apabila tidak diimbangi dengan penguatan mekanisme pembuktian 

serta pedoman penafsiran yang lebih rinci. 

 
84 Vivi Swarianata, dkk, Kriminalitas Inses (Hubungan Seksual Sedarah) dalam 

Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, Brawijaya Law Student Journal, dikutip dalam Rewang 

Rencang Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 12, (2025). 

85 Chintya Junaida, dkk., Analisis Penerapan Qanun Jinayat terhadap Tindak Pidana Zina 

di Aceh dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Multidisiplin, Vol. 3, No. 2, (2026), hlm. 48-70. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat inses diatur 

sebagai bentuk zina yang diperberat karena melibatkan pelanggaran 

terhadap ikatan mahram, dengan penambahan ‘uqubat ta’zir denda paling 

banyak 100 (seratus) gram emas murni atau ‘uqubat ta’zir penjara paling 

lama 10 (sepuluh) bulan. Istilah inses (incest) tidak dirumuskan secara 

eksplisit dalam Qanun Hukum Jinayat. Namun, substansi perbuatan 

tersebut telah diakomodasi dalam Pasal 35 melalui penggunaan istilah 

“mahram” sebagai dasar pengaturannya. Dalam penelitian ini, penafsiran 

terhadap inses dalam Pasal 35, dianalisis dengan menggunakan empat 

metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal (pemahaman 

terhadap makna kata atau frasa dalam suatu peraturan perundang-

undangan), penafsiran sistematis (hubungan antar pasal), penafsiran 

historis (latar belakang pembentukan suatu peraturan perundang-

undangan), dan penafsiran teleologis (tujuan dibentuknya suatu aturan 

hukum). 

2. Analisis kejelasan unsur-unsur dalam Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat 

dilakukan menggunakan tiga unsur jarimah, yaitu unsur formal (al-rukn 

al-syar’i), unsur material (al-rukn al-madi), dan unsur moral (al-rukn al-

adabi). Hasil penelitian menunjukkan telah terpenuhinya dua unsur yakni 

unsur formal dan unsur material. Sedangkan terhadap unsur moral pada 

dasarnya juga telah terpenuhi, namun dalam beberapa kasus yang 

kemungkinan memiliki syubhat, maka diperlukan adanya pedoman yang 

lebih jelas mengenai pembuktian unsur moral dalam perkara jarimah 

inses. 
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3. Penegakan hukum terhadap Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat harus selaras 

dan sejalan dengan penafsiran hukum. Apabila penafsiran terhadap 

hubungan mahram dalam Pasal 35 tidak sejalan, maka kondisi tersebut 

akan berimplikasi terhadap penegakan hukum, baik dari aspek kepastian 

hukum, proses pembuktian, perlindungan korban, maupun pencapaian 

tujuan pemidanaan. 

B. Saran 

1. Kepada lembaga legislatif, yudikatif maupun masyarakat, dapat merujuk 

pada penulisan ini guna membantu dalam memahami lebih lanjut makna 

hubungan mahram dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Hukum Jinayat, serta pemehuan unsur-unsur jarimah dalam pasal 

tersebut. 

2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penulisan ini dapat membatu 

dalam referensi penelitian terkait inses baik menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Hukum Jinayat, atau menjadi penelitian baru dengan 

memperluas lingkup penelitian ini. 
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Kompas.com, 28 Mei 2025, Komnas Perempuan Catat 1.765 Kasus Inses dalam 

5 Tahun Terakhir, diakses tanggal 14 Januari 2026. 

https://jdihn.go.id/files/264/Qanun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_tentang_Hukum_Jinayat.pdf
https://jdihn.go.id/files/264/Qanun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_tentang_Hukum_Jinayat.pdf
https://kbbi.web.id/
https://nasional.kompas.com/read/2025/05/28/20533601/komnas-perempuan-catat-1765-kasus-inses-dalam-5-tahun-terakhir
https://nasional.kompas.com/read/2025/05/28/20533601/komnas-perempuan-catat-1765-kasus-inses-dalam-5-tahun-terakhir
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Surah An-Nisa’ ayat 22, https://quran.kemenag.go.id/, diakses tanggal 20 Januari 

2026. 

Surah Al-Mujadalah ayat 2, https://quran.kemenag.go.id/, diakses tanggal 20 

Januari 2026. 
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